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ABSTRAKSI 
EDIE PURBOYO (E111 10 010), dengan judul skripsi analisis perilaku 
pemilih pada pemilihan walikota Makassar 2013 (study kasus : 
katerpilihannya Danny Pomanto-Syamsu Rizal). Di bawah bimbingan 
prof. Dr. M. Kausar Bailusy, M.A selaku pembimbing I dan A. 
Naharuddin, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II.  
 Sejak di tetapkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
Indonesia mengalami perubahan yang sangat luar biasa dimana segala 
peraturan daerah diatur oleh daerah tersebut. Termasuk kepala daerah yang 
akan menjadi pemimpin daerah tersebut. Adanya otonomi yang diberikan 
kepada daerah tersebut membuat kerja keras kepada pemilih dalam 
menentukan atau menyeleksi aktor politik yang akan memimpin daerah 
tersebut termasuk di kota Makassar. Tentunya sangat menarik untuk 
mengkaji atau melihat bagaimana perilaku atau tindakan politik serta faktor-
faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menetapkan pilihan pada saat 
pemilihan umum. Dalam penelitian ini ada tiga pendekatan yang digunakan 
untuk menggambarkan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku 
pemilih yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan 
rasional dan pendekatan penunjang lainnya.  
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu 
pelaksanaannya mulai dari bulan maret hingga mei 2014. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data primer 
yang diperoleh dalam penelitian ini melalui proses wawancara kepada 
beberapa informan yang tersebar di Kota Makassar. Untuk menunjang data 
primer kemudian penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari 
sumber-sumber literatur, dokumen, dan atikel yang relevan dengan penelitian 
ini. 
 Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa kemenangan Danny pomanto-
Syamsu rizal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor sosiologis pemilih 
(latar belakang demografi  dan sosial ekonomi), faktor psikologis pemilih 
(kedekatan pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal dengan pemilih), dan 
faktor rasional pemilih (pemilih cerdas terhadap bukti nyata pasangan Danny 
Pomanto-Syamsu Rizal). Selain itu kemenangan pasangan Danny Pomanto-
Syamsu Rizal juga sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 
Ilham Arief Sirajuddin sebagai walikota sebelumnya. 
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ABSTRACT 
 EDIE Purboyo (E111 10 010), entitled analyzes the behavior of voters 
in the major election of Makassar in 2013 (case study: the electing of 
Danny Pomanto-Syamsu Rizal). Under the guidance of prof. Dr. M. 
Kausar Bailusy, MA as a mentor 1 and A. Naharuddin, SIP, M.Si  as a 
mentor II.  
 Indonesia is experiencing a remarkable change Since the set of 
Law No. 32 of 2004 on Indonesian local governments where everything is 
governed by the local laws of the area. Including the officer who will be the 
leader of the area. Autonomy given to the area makes hard work to voters 
in determining or selecting political actors who will lead the region, 
including in the city of Makassar. Of course it is interesting to examine or 
see how the behavior or actions of political as well as the factors that 
influence voters in the choice set at the time of elections. In this study 
there are three approaches that are used to describe and analyze the 
factors that influence voter behavior namely sociological approaches, 
psychological approaches, rational approach and other supporting 
approaches.  
This research was conducted in Makassar, South Sulawesi. It was 
conducted ranging from March to May 2014. This Study uses qualitative 
research methods with descriptive type. The primary data obtained in this 
study through an interview process to some informants scattered in 
Makassar. To support the primary data then the author uses secondary 
data derived from literature sources, documents, and relevant article to 
this study.  
The results of this research indicate that a win Danny Pomanto-
Syamsu Rizal is influenced by several factors: voters’ sociological factors 
(background demographic and socio-economic), voters psychological 
factors (proximity pair Danny Pomanto-Syamsu Rizal with voters), and the 
voters rational factor (voters are smart to see the real evidence against 
Danny Pomanto-Syamsu Rizal). Additionally, the victory of dany -Syamsu 
Rizal was also strongly influenced by the support provided by Ilham Arief 
Sirajuddin as the previous mayor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan 
politik di tingkat lokal mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang 
luar biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung 
oleh anggota parlemen daerah (DPRD propinsi untuk memilih gubernur 
dan DPRD Kabupaten/kota untuk memilih bupati/walikota), sejak 1 Juni 
2006 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses Pilkada. Rakyat 
yang sebelumnya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku 
dan penentu. Anggota DPRD yang sebelumnya memiliki wewenang besar 
dalam menentukan pemilihan kepada daerah sesuai dengan Undang-
undang No 32 Tahun 2004 kini wewenang anggota DPRD tersebut 
dipersempitkan untuk tidak dapat menentukan kepala daerah. 
Perubahan baru dalam penjelasan sebelumnya tentu membawa 
dampak yang luar biasa baik di tingkat elit partai. Di tingkat elit partai 
misalnya, ada kesan sebagian elit partai kurang bisa menyesuaikan 
dengan proses politik daerah tersebut. Persoalan mendasar terutama 
berkaitan dengan hilangnya kewenangan anggota DPRD dalam 
menetukan kepala daerah. Pengalaman di masa lalu menunjukkan proses 
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pemilihan kepala daerah selalu diikuti dengan isu money politics. Kalau 
saja isu itu benar maka locus money politics juga akan mengalami 
pergeseran yang dulu sasarannnya adalah anggota-anggota DPRD 
sekarang beralih kepada masyarakat yang menjadi pemilih nanti di 
pemilihan kepala daerah. Proses menjadi pemimpin daerah, terutama 
calon yang berasal dari luar partai, ternyata melibatkan putaran uang 
yang tidak kecil, sampai milyaran rupiah. Sebagian menyebutkan sebagai 
bentuk money politics. Sebagian yang lain menyebutkan cost politics. 
Ketidakjelasan ini sepertinya akan berlanjut terus-menerus ketika tidak 
ada ketegasan dari penyelenggara pemilu (KPU).  
Proses money politics terjadi hampir disetiap pemilihan kepala 
daerah dan dilakukan oleh hampir semua pasangan calon. Meskipun 
secara normatif (sesuai dengan undang-undang aturan Pilkada) sulit di 
buktikan sebagai bentuk money politics. Namun secara konseptual 
sebenarnya bisa dikategorikan money politics. Ini bisa di lihat dari 
rangkaian kasus dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia yang 
teridentifikasi ada yang membagikan beras disertai stiker, menjanjikan 
dana tertentu kalau terpilih dan fasilitas yang menggiurkan. Bahkan, 
sekolahpun sudah ikut diintervensi. Ada pula dalam bentuk yang sangat 
halus seperti dalam bentuk uang bensin, uang transport, uang konsumsi, 
uang lelah, uang pengganti kerja sampai dalam bentuk “uang dukungan” 
dan “uang mahar”.  
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Pemilihan kepala daerah menjadi ajang buat para pemilih 
memperoleh keuntungan dari para pasangan calon yang memberikan 
mereka “money politics” sehingga pilihan yang mereka tidak berdasarkan 
pilihan rasional.  
Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi 
maupun yang sedang membangun demokratisasi, partai politik menjadi 
sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat 
dan pemerintah.1 
Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini 
juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, 
rakyat berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak 
menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Sistem politik di 
Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan 
presiden dan kepala daerah, dimana telah dilaksanakan sembilan tahun 
yang lalu. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan 
bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.2  
Berlangsung secara demokratis atau tidaknya proses pilkada secara 
langsung tidaklah lepas dari penyelenggara dan proses 
                                                          
1
 Hafied Cangara, Komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Cet.ke-3; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2011), hal. 165. 
2
 Ibid., hal. 210. 
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penyelenggaraannya. Namun, pengaturan di dalam penyelenggaraan 
pilkada langsung ini tidak jelas. Hal ini terlihat dari pandangan bahwa 
pilkada secara langsung bukan bagian dari rezim pemilu, melainkan 
hanyalah bagian dari sebuah rezim otonomi daerah. Secara teoritis, dua 
hal ini seharusnya tidak dipisahkan.Tetapi, pada kenyataannya hal ini 
justru terpisahkan dan pada akhirnya memiliki implikasi tidak kecil 
terhadap proses pelaksanaan pilkada secara langsung. 
Pandangan bahwa pilkada secara langsung merupakan bagian dari 
rezim otonomi daerah terlihat dari sebuah fakta bahwa aturan pokok yang 
mengatur pilkada secara langsung itu berada di dalam suatu satuan UU 
tentang Pemerintahan Daerah, baik secara administratif maupun politik, 
yaitu di dalam UU No 32 tahun 2004. Pandangan seperti ini memang 
memiliki rujukan argumentasi, yaitu bahwa kebijakan otonomi daerah itu 
juga berkaitan dengan transformasi di dalam mekanisme pemilihan elit-
elit di daerah, dari yang sebelumnya ditempatkan (appointed) oleh 
pemerintah pusat ke yang dipilih (elected) baik oleh DPRD maupun oleh 
rakyat secara langsung. 
Pendapat demikian dirujukkan pada konsepsi bahwa kebijakan 
otonomi daerah yang dianut tidak sebatas pada masalah desentralisasi 
administratif dan fiskal, melainkan juga berkaitan dengan desentralisasi 
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politik. Hal ini bermakna bahwa adanya transformasi kekuasaan dari 
pemerintahan pusat ke daerah. 
Konsekuensi dianutnya konsepsi seperti ini adalah bahwa 
kekuasaan di daerah juga harus dibangun secara demokratis. Wujud 
kelembagaannya adalah melalui proses pemilihan elit-elit di daerah oleh 
rakyat, termasuk di dalam pilkada secara langsung. 
Memahami pilkada secara langsung merupakan suatu persoalan, 
karena hal ini hanya sebagai bagian dari rezim otonomi daerah dan 
bukan pada rezim pemilu. Secara konseptual, pilkada secara langsung 
merupakan bagian dari pemilu. Hanya saja yang membedakannya 
dengan pemilu legislatif dan presiden ialah terletak pada lokasinya saja. 
Dimana pilkada berada pada tingkat daerah, sedangkan pemilu legislatif 
dan presiden berada pada skala tingkat nasional. 
Perilaku politik seseorang dalam menyikapi pilkada ini bisa 
berbeda-beda satu dengan yang lain. Beberapa hal yang telah dijelaskan 
sebelumnya merupakan beberapa bentuk dari perilaku politik individu. Ikut 
serta dan bergabung dalam partai politik juga merupakan bantuk dari 
perilaku politik. Hal ini dikarenakan bahwa partai politik merupakan sarana 
bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan 
negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk negara.  
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Perilaku pemilih dalam Pilwalkot itu juga sangat penting, 
dikarenakan apabila pelaksanaan Pilwalkot itu berjalan sukses, maka 
tentu saja perilaku pemilih itu sukses juga. Perilaku politik dan partisipasi 
politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam menunjang 
keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang ingin 
ditekankan ialah bagaimana perilaku politik dalam pelaksanaan 
kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses voting 
ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional 
maupun tingkat lokal. Dalam pertarungan perebutan suara ini partai politik 
tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk barang atau jasa 
kepada target pasarnya.  
Pada dasarnya, jika diibaratkan berdagang, target pasar untuk 
partai politik adalah para pemilih (voters), jika kita melakukan klarifikasi 
pemilih yang menjadi target pasar partai politik, maka akan terdapat 4 
(empat) jenis pemilih potensial. Pertama adalah pemilih ideologis 
(ideologist voters), yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional 
voters), yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi 
dalam pemilih intelektual dan non partisan, sedangkan yang keempat 
adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters).  Ideologist 
Voters dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, 
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sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari 
market share (Priosoedarsono, 2005). 
Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan 
dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap 
calon pemimpin yang akan memimpin.  
Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa 
pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-
waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih 
yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut 
swing voters sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat 
merugikan sistem politik karena jangan sampai akibat ulah mereka yang 
mudah atau dapat dibayar membuat pemimpin yang akan memimpin 
adalah pemimpin yang bisa dibeli.  
Seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, 
tingkat kesadaran penduduk juga ikut berkembang. Banyak faktor yang 
bisa saja mempengaruhi hal itu. Partisipasi politik masyarakat sendiri bisa 
saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan politik individu atau 
masyarakat itu sendiri. Latar belakang pemilih juga mempengaruhi segala 
pendekatan-pendekatan terhadap pemilih. Namun pendekatan terhadap 
pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh media, sosialisasi politik dan 
25 
 
lain-lain. 3Penelitian ini berfokus pada pemilih di Kota Makassar yang 
penduduknya yang cukup beragam dan prural. Akan tetapi seiring dengan 
berkembanganya zaman ke era reformasi, bisa jadi perilaku pemilih sulit 
dibaca atau sulit ditebak. Maka penulis melakukan penelitian ini untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perilaku pemilih 
tersebut. Dengan kata lain penegasan judul penelitian ini adalah “Analisis 
Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” 
(Study Kasus Keterpilihannya Danny Pomanto – Syamsu Rizal) 
 
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 
1. Rumusan Masalah 
Era demokrasi dimana setiap orang berhak menentukan sikap dan 
tujuan, salah satunya adalah kebebasan dalam berpolitik dan menetukan 
tujuan politiknya. Dalam pesta demokrasi (Pemilihan Walikota Makassar) 
sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan kota 
makassar. Maka dengan itu penulis merumuskan masalah yang perlu 
mendapat penjelasan yang jelas sebagai berikut: 
                                                          
3
 Soekarno,Hatta dalam skripsi perilaku memilih mahasiswa pada pemilihan umum legislative 2009 di 
kabupaten sinjai. Hal . 5 
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1. Bagaimana kesadaran politik pemilih di Kota Makassar sehingga 
mempengaruhi perilaku politiknya dalam menentukan pilihan pada 
Pemilihan Walikota Makassar 2013? 
2.  Faktor apa yang mempengaruhi perilaku memilih di Kota Makassar 
pada pemilihan  Walikota Makassar 2013 ? 
2. Pembatasan Masalah 
Mengingat akan luasnya permasalahan dan supaya pembahasan 
permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan teliti, terpusat dan 
mendalam maka dalam skripsi ini terdapat batasan masalah yang 
ditujukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan akurasi data 
penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar dan mengambil 
sampel tiga (3) Kecamatan di Kota Makassar Makassar. 
2. Objek penelitian ini adalah warga Negara yang di kota Makassar 
namun yang diharapkan penelitian ini bisa terpusat dan mendalam 
sehingga sebagian besar objek lebih terfokus pada di tiga (3) 
Kecamatan yang ada di kota Makassar. Serta mereka yang telah 
terdaftar di DPT pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013. 
3. Masalah yang akan diteliti adalah bagaiman perilaku memilih warga 
Negara kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku memilih tersebut pada pemilihan Walikota Makassar tahun 
2013. 
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C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 
dirumuskan maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian 
ini dapat berguna. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut: 
1. Menganalisis latar belakang dan kesadaran politik pemilih di kota 
Makassar sehingga dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih 
tersebut pada pemilihan walikota Makassar tahun 2013. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih 
warga Negara di kota Makassar pada pemilihan walikota Makassar 
tahun 2013.  
 
D. Manfaat  Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pada penelitian ini juga 
memberi manfaat kepada sebuah bidang yang membutuhkan referensi 
dalam penulisan yang berkaitan selanjutnya. Untuk itu dalam 
penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu: 
   
1. Manfaat Akademis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya 
perilaku politik. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang perilaku 
politik dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para aktor 
politik tentang perilaku politik yang terjadi di Indonesia 
khususnya Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting untuk 
memperjelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Literatur-
literatur yang merupakan pendapat para ahli dan beberapa website 
yang ditambahkan untuk melengkapi penulisan ini. 
A. Perilaku Politik  
Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam 
masa sesudah Perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-
karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping 
penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu 
politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah 
Gabriel A. Almond (struktural functional analysis), David Easton 
(general sistems analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), 
David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. Salah satu pemikiran 
pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku 
politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. 4 
                                                          
4 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama:2008) hal 10. 
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Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan 
catatan penting mengenai perilaku politik yaitu:5 Pertama, perilaku 
politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. 
Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang 
sesungguhnya merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik 
bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, 
berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan 
kejadian masa lalu. 
Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku 
politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. 
Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau 
kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu 
hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, 
dilaksanakan, dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu 
menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik 
sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta 
berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang 
pada masa akan datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi 
orientasi dan nilai lebih baik menunjukkan bahwa perilaku politik 
                                                          
5
 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 87. 
 
31 
 
dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.6 
Perilaku politik dapat di rumuskan sebagai hubungan antara 
pemerintah dengan masyarakat, diantara lembaga-lembaga 
pemerintah, diantara kelompok dan individu dalam masyarakat 
menyangkut proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan 
keputusan-keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku 
politik.7  Menurut Robert K carl bahwa perilaku politik adalah suatu 
telaah mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik.8 
Secara umum perilaku politik dapat diartikan sebagai buah 
pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses 
pemerintahan. 9 Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan 
yang berkenaan dengan proses pelaksanaan keputusan politik. 
Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga dan 
pemerintahan serta antara kelompok individu dalam masyarakat untuk 
proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik 
pada dasarnya merupakan perilaku politik.10 
Perilaku politik  meliputi tanggapan internal seperti persepsi, 
sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti 
                                                          
6
 Ibid. 
7
 Ramlan, subakti. Memahami ilmu politik.grasindo, Jakarta, 1992, halaman 15 
8
 Rusadi kantra prawir.sistem politik Indonesia. Jakarta,CV. Rajawal, hal. 140 
9
 Pleno, C jack (Edi R Siregar), kamus istilah politik,  Jakarta :CV. Rajawal press, 1994, hal 161 
10
 Ibid. Ramlan, subakti hal. 131 
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pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik 
berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai 
keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang 
obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik 
adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang 
telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu 
objek atau situasi politik dengan cara tertentu.  Sikap dan perilaku 
masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu 
dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian 
politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau 
kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau 
ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil 
rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik 
masyarakat.11 
Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya 
adalah:12 
a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin. 
b. Berhak dan memiliki wewenang untuk mengikuti suatu partai politik 
atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau 
(LSM) lembaga swadaya masyarakat. 
                                                          
11
 http://edikusmayadi.blogspot.com/2011/04/perilaku-politikpemilih.html. 
12
 ibid 
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c. Ikut serta dalam partisipasi politik. 
d. Ikut mengkritik para pelaku politik yang berotoritas. 
e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik. 
f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai 
pelaku politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun 
secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum 
yang berlaku. 
Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik 
mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun 
aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses 
politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada 
pelaksanaan aktivitas politik secara periode. 
Ada dua variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang 
dalam berpartisipasi politik yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada 
unsur politik yang ada. variabel tersebut menyatu dalam faktor status 
sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman organisasi. 
Kesadaran adalah sadar akan perbuatan (kepada keadaan yang 
sebenarnya) kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah bentuk unik 
dimana ia dapat menempatkan diri manusia sesuai dengan yang ia yakini. 
Refleksi adalah ungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau 
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bertahan pada situasi dan kondisi tertentu dalam sebuah lingkungan.13 
Kesadaran disini menjelaskan bahwa seorang aktor politik sadar bahwa 
dirinya memiliki kemampuan politik guna memenuhi haknya. Usaha calon 
kandidat untuk meraih kemenangan dan menjadi pemimpin harus disertai 
oleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena merupakan 
kunci utama setiap kandidat untuk untuk bisa memperoleh keuasaan 
dalam pemerintahan. kepercayaan adalah kunci kompetisi kepemimpinan, 
kepercayaan merupakan amanah. Kepercayaan masyarakat terbentuk 
karena status dan orientasi politik yang dimiliki oleh para calon kandidat. 
Misalnya status sosial yang dimiliki oleh salah satu calon kandidat karena 
status kebangsawanannya sehingga masyarakat percaya akan 
kemapuannya. 
B. Perilaku politik pemilih 
Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter 
(!966). Menurut dia pemilih mendapat informasi politik dalam jumlah besar 
atau (overload) dan beragam. Seringkali informasi yang diperoleh berasal 
dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif.  
                                                          
13
 Dalam skripsi, soekarno hatta. Wikipedia bahasa Indonesia, ekspedisi bebas, www.google.com 
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Di tengah-tengah informasi yang melimpah ini pemilih dihadapkan dengan 
kondisi yang sangat sulit untuk memilih-milih informasi.14 
Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam 
menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling 
cocok.  Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke 
dalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadillah 
Putra , 2003 : 201). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis 
dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di 
pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok 
yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. 
Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh 
norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan 
sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis 
kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam 
membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap 
suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial 
individu yang bersangkutan (Gaffar, Affan, 1992 : 43). Mazhab Michigan 
menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialissi 
politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dimana pilihan seorang 
anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih 
                                                          
14
 Firmanzah, Marketing politik (Jakarta:yayasan obor Indonesia, 2007, hal 101-102) 
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partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan 
menguatkan keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini 
merupakan impak daripadanya (Champbell et. al. 1960:163). Untuk kasus 
terhadap anak-anak, menurut jaros dan grant (1974;132), identifikasi 
kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku 
anak atas sikap kedua orang tuanya. 15 
Breenan dan lomsky (1977) serta Fiorina (1976) menyatakan 
bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku “ekpresif”. 
Perilaku ini tidak jauh dengan perilaku Supporter  yang memberikan 
dukungannya pada tim yang mereka dukung. Menurut mereka, perilaku 
pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk 
memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat 
loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu 
juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka 
menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tak konsiten 
terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. 
Konsep loyalitas di sini harus di lihat dari dua arah, yaitu konstituen 
kepada partai politik dan dari partai politik konstituennya. Selain itu 
                                                          
15
 Ibid. soekarno hatta skripsi. Hal.23 
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perilaku memilih juga syarat dengan kedekatan ideologis antara pemilih 
dengan partai politik. 16 
Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye 
pemilihan umum menyulitkan pemilih untuk mengolah dan 
menganalisisnya. Disamping itu, informasi yang tersedia sering sekali 
bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini bisa 
diakibatkan oleh teknik manipulasi politik untuk menyudutkan lawan 
politik, janji-janji politik, penggunaan konsep dan bahasa yang rumit serta 
pesan propaganda di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pemilihnya 
mengidap keterbatasan kognitif (Bounded Rational) (Simon,1960). 
Konsep ini melihat bahwa si pengambil keputusan memiliki 
keterbatasan dalam hal kapasitas memproses informasi, mengingat 
kejadian masa lalu dan keterbatasan kemampuan kalkulasi. Karena itu, 
penyerderhanaan (heuristic) (March dan Simon, 1958; Schwenk, 1984) 
juga kerap menandai proses penentuan pilihan politik. 17  
 
                                                          
16
 Ibid, 105 
17
, idib, hal 107 
38 
 
Menurut Dennis Kavanagh (dalam mukti sitompul, 2004)18, Perilaku 
politik pemilih dapat dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan Struktural 
Pendekatan struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam 
sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai 
sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. 
Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal 
fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi 
dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer 
menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja 
demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling 
mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, sebisa 
mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap 
berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons, 
"fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam 
pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab 
pemikiran.  
Dalam pendekatan struktural, kita dapat melihat kegiatan pemilih 
ketika memilih, partai politik sebagai produk dari konteks struktur yang 
                                                          
18
 Mukti sitompul. Perilaku pemiih pemula pada pemilu 2004. Tahun 2004 hal.3 
39 
 
luas seperti struktur sosial masyarakat yang mewakili aspirasi 
masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang 
ditonjolkan partai-partai peserta pemilu. Dalam model ini, tingkah laku 
politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh 
pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku. Dalam 
pendekatan ini melihat bagaimana perilaku pemilih dalam memilih 
berdasarkan kelas sosial, agama, bahasa, dan suku atau etnis. Dalam 
memilih jika kita lihat dari sisi pendekatan ini maka para pemilih akan 
menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan subsitem pada 
penjelasan sebelumnya dan selalu mempertimbangankan segala sesuatu 
yang akan merubah pemikiran mereka dalam menentukan pilihan.19 
2. Pendekatan Sosiologi atau Sosial Struktural 
Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa 
inggris, approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan 
landasan kajian sebuah studi atau penelitian. 
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 
masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 
menguasai kehidupan itu. Sementara itu. Sosiologi tidak menetapkan 
kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi 
petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari 
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proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti 
dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah 
studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. 
Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara 
disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya 
tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami 
dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.  
Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam 
kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi 
sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori 
maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, 
sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara 
keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam 
kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  
Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua 
unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis 
makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan 
dan pengetahuan untuk menerima dakwah. 
Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih 
dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan 
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seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi  
dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun 
desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama.  
Pomper (dalam political explore 2012) mengatakan bahwa adanya 
hubungan antara predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga dalam 
kaitannya dengan perilaku pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial 
ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya prefensi-prefensi 
politik keluarga, apakah prefensi politik pilihan ayah atau prefensi pilihan 
ibu akan berpengaruh pada prefensi politik anak. Predisposisi sosial 
ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, 
karakteristik demografis dan sebagainya.20 
3. Pendekatan Ekologis 
Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, 
menelaah, dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan 
menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam hal ini, metodologi 
pendekatan, penganalisisan, dan penelaahan gejala dan masalah 
geografi. Pendekatan ini menggunakan wilayah sebagai sasaran utama 
dalam melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Manusia 
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dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang 
setara dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang 
dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya. 
Pendekatan ekologi ini ditekankan pada keterkaitan antara 
fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Dalam 
pendekatan kelingkungan, kerangka analisisnya tidak mengkaitkan 
hubungan antara makluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus 
pula dikaitkan dengan (1) fenomena yang didalamnya terliput fenomena 
alam beserta relik fisik tindakan manusia. (2) perilaku manusia yang 
meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran 
akan lingkungan. Dalam sistematika Kirk ditunjukkan bahwa ruang lingkup 
lingkungan geografi memiliki dua aspek, yaitu lingkungan perilaku 
(behavior environment) dan lingkungan fenomena (phenomena 
environment). 
Lingkungan perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan 
nilai dan gagasan, dan kesadaran lingkungan. Ada dua aspek penting 
dalam pengembangan nilai dan gagasan geografi, yaitu lingkungan 
budaya gagasan-gagasan geografi, dan proses sosial ekonomi dan 
perubahan nilai-nilai lingkungan. Dalam kesadaran lingkungan yang 
penting adalah perubahan pengetahuan lingkungan alam manusianya. 
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Lingkungan fenomena mencakup dua aspek, yaitu relik fisik tindakan 
manusia dan fenomena alam. Relik fisik tindakan manusia mencakup 
penempatan urutan lingkungan dan manusia sebagai agen perubahan 
lingkungan. Fenomena lingkungan mencakup produk dan proses organik 
termasuk penduduk dan produk dan proses anorganik. Studi mendalam 
mengenai interelasi antara fenomena-fenomena geosfer tertentu pada 
wilayah formal dengan variabel kelingkungan inilah yang kemudian 
diangap sebagai ciri khas pada pendekatan kelingkungan.  
Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat 
perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. 
Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku-
bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat 
memengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan 
mereka. 21 
4. Pendekatan psikologis 
Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkahlaku 
pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan 
ekternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga 
bisa menjelaskan bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) 
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masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang 
berpegangan teguh pada tuntutan sosial (conformity). 
Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk 
menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa 
identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai – 
partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai 
tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan 
ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama 
konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh 
kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari 
proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai 
dalam mempengaruhi pemilih. 
Misalnya sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup 
seseorang. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa tingkahlaku individu 
akan membentuk norma kepercayaan individu tersebut. 
Pendekatan psikologi lebih menitih beratkan konsep sosialisasi dan 
sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, 
daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih 
menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau 
parleman) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam 
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dirinya sebagaii produk dari sosialisasi yang mereka terima. Oleh karena 
itu, bagi Mark N. Franklin; 
“sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari 
lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah sangat 
mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama 
kali mereka memilih ” 
Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang 
sebagai reflekasi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup 
menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan 
psikologis, menurut Richard Rose dan Ian Mc. Alliser (dalam politk 
explore, 2012), menekankan pada tiga aspek psikologi sebagai kajian 
utama, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap isu-
isu dan orientasi terhadap kandidat. Bagi pendekatan psikologis, faktor 
sikap merupakan sikap yang penting. Pertama, sikap merupakan fungsi 
kepentingan. Penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan 
motifasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan 
fungsi penyesuian diri. Seseorang bersikap tertentu sesuai dengan 
keinginan orang itu untuk sama atau tidak dengan tokoh yang disegani 
atau kelompok panutan. Ketiga, sikap merupakan fungsi ekternalisasi dan 
pertahanan diri. Sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi 
konflik batin dan tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme 
pertahanan dan ekternalisasi diri seperti proyeksi, identifikasi dan 
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idealisasi. Dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih 
memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu, persepsi dan 
penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi 
terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi partai. 22 
5. Pendekatan Rasional 
Menurut prespektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika 
ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa 
tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang 
bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses 
Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku 
pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang 
terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak dilakukan oleh 
mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak 
yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan 
dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih 
atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. 
Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, 
yaitu setiap orang selalu mengutamakan self-interest. 23 
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 Skripsi.Rubiyanti rika.pengaruh popularitas terhadap pilihan pemilih pemula (fenomena masuknya 
artis dalam politik)  (fisip_universitas Sumatra. 2009) 
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Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Pertama,  kita harus memahami bagaimana konteks latar 
belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan 
pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. 
Ini dikarenakan budaya politik di indonesia masih kental akan sejarah dan 
kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini 
sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan 
politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak 
ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor 
geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi 
perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, 
peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut 
agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar 
pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan 
rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannnya selalu 
berdasarkan pertimbangan untung ruginya.  
Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penjelasan 
sebelumnya dipersempit atau diperkecil menjadi tiga (3) pendekatan yaitu 
pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. 
Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentinganya 
beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan 
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seseorang, seperti status sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, jenis 
pekerjaan, pendapatan dan kelas.  
Pendekatan sosiologis juga melihat yang berkaitan dengan hal 
agama, etnik dan wilayah tempat tinggal dan domisili. Namun pendekatan 
wilayah tempat tinggal sering di kombinasikan dengan pendekatan 
psikologis emosional, sebagai contohnya ada seorang sosok calon 
walikota yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. 
Kemungkinan besar para pemilih akan menggunakan pendekatan 
sosiologis dan psikologis sehingga memilih calon walikota sebab pemilih 
telah mengenal sosok tersebut dan mengabaikan pertimbangan lainnya 
yang kemungkinan muncul setelah pemilihan berakhir.  
Pendekatan psikologis sendiri sangat bergantung dengan 
sosialisasi politik lingkungan tempat pemilih berdomisili. Sosialisasi politik 
yang berkembang yang akan mengarahkan kecenderungan emosional 
pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Semua ini termasuk 
didalamnya adalah kegiatan-kegiatan kampanye yang menimbulkan 
pencitraan politik terhadap kandidat. Untuk konteks pendekatan rasional, 
pada saat seorang pemilih merasa tidak mendapat faedah dengan 
memilih salah satu partai atau kandidat calon walikota dalam pemilihan 
walikota, ia tidak akan memberikan pilihannya dan kasus ini berlaku juga 
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bagi pemilih yang tidak mau tahu atau pemilih apatis. Gambaran ketiga 
pendekatan tersebut seperti yang ada pada sub bab sebelumnya.  
C. Pemilih 
Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama 
para kontestans untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan 
memberikan suara (memilih) kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam 
hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. 
Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu 
ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik 
seperti partai politik. Dengan kata lain partai politik harus memiliki basis 
pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. 
Kelompok-kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas 
mendefenisikan keterkaitan mereka dengan partai politik tertentu. 
Kelompok masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu 
partai politik di lingkungan internal atau konstituendan pendukung 
pesaing-pesaing di lingkungan ekternal. 
Disamping itu, pemilih merupakan bagian dari masyarakat luas 
yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat 
terdiri dari beberapa kelompok, kelompok masyarakat yang memang non-
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partisan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak diikatkan kepada 
suatu partai politik tertentu.  
Upaya untuk menjelaskan karakteristik pemilih telah menjadi 
diskusi dan analisis politikus maupun kalangan akademisi. Semenjak 
Downs (1957) mempublikasikan “An ekonomic theory of democracy”  
kita semua sadar bahwa keputusan memilih (to vote) berbeda secara 
signifikan dengan keputusan ekonomi dan komesial pada umumnya. 
Keputusan memilih selama pemilihan umum dapat dianalogikan sebagai 
perilaku pembelian (Purchasing) dalam dunia bisnis dan komersial. 
Keputusan individu adalah sebagian kecil dari keputusan kolektif. Hanya 
individu-individu dengan posisi yang dapat memengaruhi presepsi dan 
opini publiklah yang memiliki kemapuan untuk memberikan pengaruh 
sengat luas. 
D. Pemilihan Umum di Indonesia 
Pemilihan umum adalah cara yang terkuat bagi warga Negara 
untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern. 
Sebuah instrumen yang diperlukan bagi partisipasi ialah sistem pemilu. 
Jika sistem ini tidak memperbolehkan warga Negara untuk menyatakan 
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pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu seperti ini bisa 
menjadi pemilu yang tidak bermakna.24  
Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-
wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam 
proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan umum diikuti oleh partai-
partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warga 
Negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, 
kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap 
dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem 
pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi 
kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar 
terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara di parlemen.25 
Proses penyelenggaraan pemilu dalam UU yang mengatur pemilu 
sesuai dengan empat (4) Parameter proses penyelenggaraan pemilu 
yang demokratis 26 yaitu; (1) Tersedianya kesempatan bagi warga negara 
untuk berpartisipasi;(2) Memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan 
pilihannya tanpa adanya intimidasi;(3) Mampu menyediakan mekanisme 
dimana partai-partai berkompetesi secara sehat dan fair, dan (4) 
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 Efriza. Political explore (Bandung:alfabeta,Cv) hal.355 
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 http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/pemilihan-umum.html 
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 Ramlan subakti, didik supryianto dan topo santoso, Iperekayasaan sistem pemilihan umum untuk 
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Mengadakan pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan suatu 
perubahan.  
Menurut R.William Liddle (dalam Efriza, 2012) mengemukakan 
bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap 
sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan pratik pemerintahan 
oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara  yang telah dianggap 
dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-
wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. 
Kepastian bahwa hasil hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat 
diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.27 Selain itu 
Lawrence le Duc juga berpendapat bahwa pemilu adalah sebuah lembaga 
politik yang mendorong (leads) dan mencerminkan banyak 
kecenderungan sosial, politik dan ekonomi. Meski pemilihan dan 
demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang 
bebas dan kompetitif tidak pelak lagi di pandang sebagai salah satu cirri 
kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa demokratis. Dan 
Manuel juga berpendapat (dalam Efriza, 2012) Pemilu penting karena 
memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim yang baru, 
dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilu yang berfungsi 
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mempertahankan status quo begi rezim yang ingin terus bercokol dan bila 
Pemilu dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo 
inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur 
ukuran-ukurannya. 28 
1. Perilaku politik memilih pada pemiliham umum di Indonesia 
Masyarakat Indonesia menentukan pilihan biasanya bersifat inisiatif 
dari kesadarannnya sendiri ataukah semuanya lebih banyak ditentukan 
oleh pentrasi pemimpin dan pejabat yang mempunyai pengaruh dan 
mempengaruhi tingkahlaku politiknya. Adanya keraguan dalam 
masyarakat ini bahwa partisipasi politik saat ini cenderung bersifat atas 
kesadaran diri sendiri atau justru merupakan aktifitas politik yang di 
mobilisir oleh elit politik yang bertujuan untuk melanggengkan tujuan yang 
dicapainya. 
Menganalisa perilaku memilih yang ada di Indonesia, kebanyakan 
orang menggunakan dua mazhab dalam pendekatannya, yaitu mazhab 
Colombia (dikenal dengan pendekatan sosiologi) dan mazhab Michigan 
(dikenal dengan pendekatan psikologis). Ilmuan Indonesia sendiri affan 
gaffer dan J. Critidi yang dikenal sebagai ilmuan politik mencoba 
menganalisa hal tersebut dengan menggabungkan kedua mazhab pada 
penjelasan sebelumnya dan menganalisisa tingkahlaku politik dan 
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memilih pada wilayah yang homogen.  Menurutnya pendekatan sosiologis 
menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen 
kemasyarakatan seseorang seperti, status sosio-ekonomi (seperti 
pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas), agama, etnik, 
bahkan wilayah tempat tinggal (kota, desa, pesisir ataupun pedalaman). 
Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini 
menjelaskan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi 
politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dalam konteks pilihan 
rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan  faedah dengan 
memilih partai atau kandidat yang tengah berkompetisi, ia tidak akan 
melakukan pilihan pada pemilu (down 1957:261). Hal ini dilandaskan 
pada kalkulasi ekonomi, dimana perhitungan biaya yang dikeluakan lebih 
besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi 
pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktifitas kesehariannya.  
Melihat kondisi yang ada pada bangsa Indonesia adalah apakah 
ketiga aliran pendekatan tersebut (psikologis, sosiologis, dan 
rasional/ekonomi) dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih 
masyarakat Indonesia. Sebab, penerapan pendekata-pendekatan 
tersebut di negara-negara dimana studi dilakukan masih juga memiliki 
bagian keterbatasan dan kelemahan. Terlebih lagi kalau pendekatan 
tersebut diterapkan dalam sistem sosial, politik, budaya yang berbeda 
seperti di Indonesia. Implementasi pendekatan-pendekatan tersebut untuk 
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memahami perilaku pemilih di Indonesia tampaknya kurang memuaskan. 
Hal ini disebabkan antara lain, konsep kelas dalam masyarakat Indonesia 
berbeda dengan konsep kelas dalam masyarakat barat yang sangat 
dipengaruhi oleh paham Marx dan Weber, dalam artian masyarakat dibagi 
menjadi kelas-kelas menurut kreteria ekonomi, dimana masing-masing 
kelas membentuk kelompok, antara lain partai politik untuk 
mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, 
sejarah perkembangan partai politik di negara barat seperti yang 
dinyatakan oleh deverger, (dalam amal,ed.1988) menunjukkan adanya 
hubungan antara kesejahteraan ekonomi akibat revolusi industri dan 
tumbuhnya pengelompokan masyarakat, antara lain partai politik, yang 
menjadi penghubung antara struktur sosial pluralistik dan pemerintah.  
Pendekatan psikologis yang menitiberatkan pada identifikasi 
kepartaian, khususnya sikap seseorang terhadap isu politik seorang 
kandidat maupun anggota parlemen adalah variabel-variabel yang bagi 
masyarakat Indonesia yang kurang relevan. Sebagian aspek dari 
pendekatan psikologis yang dapat digunakan, yakni identifikasi 
kepartaian, meskipun secara tidak langsung, artinya, konsep identifikasi 
kepartaian masyarakat akan ditelusuri melalui proses sosialisasi politik 
dan identifikasi kepartaian pimpinan masyaraktnya. Pendekatan ekonomi 
atau rasional tampaknya akan lebih sulit diterapkan dibanding sebagian 
besar masyarakat belum sepenuhnya memahami pemilu sebagai salah 
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satu mata rantai proses pengambilan keputusan, yang antara lain berupa 
kebijakan yang secara subjektif dapat dianggap merugikan atau 
menguntungan anggota masyarakat. Kurang pahamnya masyarakat 
dalam memahami dan menilai kebijakan politik, tidak memungkinkan 
menjelaskan perilaku politik dengan pendekatan ini, kecuali pendekatan 
ini dilakukan pada kelompok masyarakat kota dan kelompok masyarakat 
yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi.  
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka ada beberapa catatan 
penting yaitu: pertama, pendekatan sosialogis dapat dipergunakan untuk 
meneliti yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu; 
pimpinan dan anggota masyarakat serta sifat hubungan antara kedua 
kelompok tersebut. Selain itu, aspek tingkat pendidikan, jenis profesi, dan 
tempat tinggal, merupakan aspek-aspek pendekatan psikologis yang 
dapat membentuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Indonesia. 
Sementara itu, pendekatan psikologis diharapkan dapat memberikan 
prespektif dan internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat 
yang membentuk budaya politik masyarakat yang pada gilirannya akan 
berpengaruh pada perilaku politik dalam memilih.  
Jika dilihat pemilih perkotaan, bisa jadi bahwa perilaku pemilih 
sangatlah rasional, terutama apabila dilihat dari tingkat pendidikan 
pemilih, mereka tidak ingin memilih calon yang tidak mempunyai visi, misi 
dan program yang jelas, tetapi juga masyarakat tidak mau memilih calon 
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yang banyak mengeluarkan uang hanya untuk berkampanye. Khusus 
para pemilih di daerah non-perkotaan, tingkat pendidikan menengah  atau 
bahkan rendah, misalnya perilaku rasional kembali bergeser pada 
perilaku pemilih yang tradisional atau bahkan emosional. Sebagai contoh, 
seorang pemilih akan memilih kepala daerah karena kebetulan calon 
berkeyakinan agama sama dengannya, ataupun satu jenis kelamin 
(khusunya untuk calon kepala daerah yang perempuan), atau sang 
kandidat satu daerah Kecamatan/kabupaten/kota) dengan calon dan 
pelbagai macam variabel lainnya, yang boleh jadi semua ini menihilkan 
program yang tawarkan.  
2. Pemilihan umum di Sulawesi Selatan tahun 2009 
Pemilihan umum 2009 jelas sangat berbeda dengan pemilihan 
umum tahun 2004 terdapat peningkatan penyelenggaraan pemilihan 
umum yang sangat drastis karena saat bangsa Indonesia tidak hanya 
melakukan pemilihan kepala daerah, akan tetapi bangsa ini juga 
melakukan pemilihan presiden secara langsung. Dimana pada saat itu 
pemilihan presiden berlangsung dua putaran.  
Menjelang pemilihan umum 2009 dulu. Pernah muncul berbagai 
macam isu yang tentu saja semua itu mempengaruhi bagaimana perilaku 
politik masyarakat sendiri. Salah satu isu tersebut seperti mengingat 
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kasus yang menyangkut masalah A. Alfian Malarangeng sebagi tim dari 
SBY-Boediono. Adanya pernyataan yang terdengar bahwa belum saatnya 
orang bugis menjadi pimpinan di Indonesia. Kasus ini mendapat reaksi 
yang luar biasa bagi masyarakat yang terkhusus bagi masyarakat yang 
tinggal di kota Makassar sampai akhirnya banyak terjadi demontrasi di 
kota Makassar. Demomtrasi besar-besaran sangat meminta kepada Alfian 
Malarangeng agar meminta maaf atas pernyataan tersebut. Dari 
fenomena tersebut, sangat jelas semua kejadian-kejadian pada masa 
menjelang pemilihan ternyata belum mendewasakan elit dalam 
demokrasi.  
Pada saat masalah ini berkembang dapat kita simpulkan kalau 
perilaku politik dalam memilih siapapun kandidat yang ada sebagai 
pemilih masih sangat apatis serta isu primordialis yang menjadi alasan 
utama. Dengan adanya loyalitas etnik dan kedaerahan pada setiap 
pemilihan-pemilihan umum akan sangat mempengaruhi terhadap sebuah 
kemenangan. Loyalitas etnik dan kedaerahan pada saat itu sudah jelas 
berpengaruh terhadap kemenangan seorang kandidat. Kemenangan 
seseorang kandidat sebagai bukti nyata bagaimana kebesaran etnik yang 
dia miliki dan semua itu menandakan bagaimana pengaruh kedaerahan 
yang begitu besar.   
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E. Kerangka pemikiran  
Era demokrasi sekarang ini pemilihan umum adalah senjata bagi 
para calon penghuni panggung kekuasaan di negeri ini untuk merebut hati 
para pemilih. Berbagai cara dilakukan oleh aktor politik yang akan 
bertarung di pemilihan umum untuk mencapai tujuan mereka termasuk 
penggunaan money politik. Kesadaran para pemilih sangat dibutuhkan 
dalam menangkal setiap tindakan money politik yang dilakukan oleh para 
calon agar pemilihan yang berlangsung nantinya bersifat jujur dan adil 
sesuai dengan asas-asas pemilihan umum.  
Tujuan dari partai politik atau calon walikota adalah jelas merebut 
hati para pemilih agar memilihnya pada saat pemilihan kelak. Untuk itu 
mereka harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pemilih yang berada 
di daerah tersebut terkhusus di daerah Kota Makassar.  
Mengenai perilaku pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka 
dasar pemikiran yang tetap berlandas pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi yakni sosiologi, psikologi dan rasionalitas serta didukung 
oleh dua pendekatan atau mazhab besar yakni mazhab Columbia dan 
mazhab Michigan serta satu mazhab tambahan yakni mazhab rasional. 
Pendekatan sosiologis menekankan peranan sosiologis sebagai 
faktor pembentuk peranan seseorang. Pada pendekatan sosiologis 
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mengedepankan pandangan seseorang berdasarkan status sosial. 
Masyarakat secara menyeluruh merupakan kelompok orang yang memiliki 
kesadaran yang sangat kuat. Pendekatan ini menjelaskan karakter sosial 
dan menjelaskan tentang pengelompokan sosial berdasarkan kelompok 
jenis kelamin, pekerjaan, umur, agama yang dapat membentuk perilaku 
politik pemilih di setiap daerah sama halnya di kota Makassar.  
Selain pendekatan sosiologis ada juga pendekatan besar yang 
dapat menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan itu adalah pendekatan 
psikologis. Pada pendekatan psikologis menjelaskan tentang bagaimana 
karakteristik seseorang terhadap isu-isu yang beredar di dalam 
masyarakat sehingga membentuk pandangan politik tersendiri. 
Keterikatan seseorang terhadap partai politik tertentu dan kedekatan 
seseorang terhadap pemimpin juga merupakan faktor yang dapat 
menjelaskan perilaku memilih bagi seorang pemilih.  
Selain mazhab kedua besar pada penjelasan sebelumnya juga 
ditemukan mazhab yang baru seiring dengan berkembangnya studi 
tentang perilaku memilih yaitu pendekatan rasional. Pada pendekatan ini 
memandang pemilih dalam menentukan sikap dalam pemilihan umum 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Pendekatan rasional 
yang dikenalkan oleh Downs (1975) yang mengasumsikan bahwa pemilih 
pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam 
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faktor-faktor 
memengaruhi: 
- faktor sosiologis 
- faktor psikologis 
- faktor rasionalitas 
 
Perilaku politik  
Pemilih 
Perilaku pemilih pada 
Pemilihan Walikota 
Makassar 2013 
tempat pemungutan suara, tanpa melihat agama, jenis kelamin, kelas, 
latar belakang orang tua, dan macam sebagainya. Berdasarkan konteks 
pilihan rasional, pemilih akan menjatuhkan pilihan terhadap partai politik 
atau kandidat tertentu ketika pemilih merasa mendapatkan faedah yang 
sesuai dengan mengedepankan keuntungan setelahnya. Jika dilihat dari 
konteks kewilyahan, Makassar merupakan ibukota provinsi yang 
mayoritas penduduknya memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Sehingga 
untuk konteks pemilihan umum, rasionalitas mungkin menjadi 
pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Untuk itu penulis 
menggambarkan skema pemikirannya sebagai berikut:  
 
  
  
  
 
 
 
Skema Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha 
menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu objek penelitian yang 
tengah berlangsung pada saat studi maupun sebelumnya. Penelitian ini 
memberikan gambaran mengenai bagaimana perilaku pemilih di kota 
Makassar. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar . Hal yang menjadi 
pertimbangan memilih kota Makassar sebagai fokus penelitian adalah 
Makassar merupakan ibu kota provinsi yang sudah jelas bahwa kota 
Makassar memiliki ragam budaya dan perbedaan pandangan politik yang 
terbentuk oleh lingkungan berbeda-beda. Terbukti dengan jumlah 
penduduk yang sangat padat dan jumlah suku yang begitu beragam 
menyebabkan peneliti menjadikan kota Makassar menjadi fokus 
penelitian. Penelitian ini  dilaksanakan pada tahun 2014 dan pelaksanaan 
pemilihan walikota yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu.  
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C. Informan 
Informan adalah orang yang menjadi narasumber atau orang yang 
memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini. Dalam peneltian ini informan yang menjadi narasumber tidak mewakili 
jumlah populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. 
Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan 7 oramg narasumber yang menjadi 
informan. Adapun pemilih yang dijadikan informan tersebar di tiga (3) 
Kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 
Rappocini, dan Kecamatan Tamalate. 
Penelitian ini dilakukan pada pasangan Danny Pomanto-Syamsu 
Rizal yang memenangkan pemilihan walikota Makassar 2013, adapun 
yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
Table 1.0 
Nama informan berdasarkan umur dan jenis kelamin 
 
No Nama Umur Jenis Kelamin Pekerjaan 
1 2 3 4 5 
1 Surianty 30 Perempuan  Wiraswasta 
2 A.Sumarni 50 Perempuan Kepala Sekolah 
3 Daniel 49 Laki-Laki Kontraktor / ketua RT 
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1 2 3 4 5 
4 Arifin 32 Laki-Laki 
Buruh Harian / Wakil 
Ketua klub motor 
Makassar  
5 M.Daud 44 Laki-laki Pegawai Negeri Sipil 
6 Subaedah 45 Perempuan 
Ibu rumah Tangga / Istri 
pak Rw 
7 Maryam  55 Perempuan Pedagang 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan 
atau data pokok yang harus didapatkan. Misalnya diperoleh dari hasil 
wawancara lansung. Dalam pengumpulan data ini penulis akan 
melakukan wawancara dengan para pemilih yang ada di Kecamatan 
tiga Kecamatan di Kota Makassar terkait bagaimana konsep perilaku 
pemilih di pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau data 
penunjang lainnya. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen 
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atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada terkait 
bagaimana perilaku politik dan perilaku pemilih dalam studi perilaku 
pemilih. Data ini nantinya digunakan untuk mendukung informasi 
primer.  
E.   Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara mendalam (deep interview) 
Penulis akan melakukan wawancara lansung terhadap informan yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara antara penulis dan 
informan dilakukan secara langsung kemudian mengajukan beberapa 
pertanyaan atau mendiskusikan sesuatu yang menjadi masalah 
penelitian. Informan kemudian memberikan jawaban atau respon 
sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Metode ini dikenal 
dengan teknik wawancara mendalam yakni proses memperoleh 
keterangan mendalam, untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
jawab atau berdiskusi sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara. 
b. Studi Pustaka 
Studi Pustaka dapat diartikan sebagai sumber data tertulis yang 
terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak 
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resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan 
oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga yang terkait dengan 
penelitian. Dalam hal ini studi perilaku politik dan perilaku pemilih 
dalam persepsi perilaku pemilih. Sumber tidak resmi adalah dokumen 
yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga tetapi 
dalam kaitan dengan penelitian. Dokumen tidak resmi ini bisa dijadikan 
sumber pustaka penelitian adalah bisa berasal dari artikel surat kabar, 
internet dan lainnya. 
c. Metode Observasi 
Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 
Dengan tujuan mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu 
gejala sosial atau peristiwa tertentu yang ada dan terjadi pada suatu 
lokasi dalam suatu daerah. Untuk itu sebelum melakukan penelitian 
penulis akan melakukan observasi awal di kota Makassar. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis 
data kualitatif dimana data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan 
kualitatif model interaktif atau model sajian terjalin. Model analisa data 
kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Reduksi data 
67 
 
merupakan proses mengeliminasi data-data yang kurang berkaitan 
dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih  
terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan sejak 
awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian telah 
terakumulasi secara total.  
Selanjutnya setelah data diorganisasikan, kemudian disajikan 
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 
dilakukan. Dimana narasi yang disusun dengan pertimbangan 
permasalahannya dilakukan menggunakan logika peneliti. Di dalamnya 
meliputi narasi kalimat, skema, jaringan kerja maupun tabel pendukung 
jika diperlukan. Pada tahap penyajian data penulis akan pengelompokan 
data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa 
informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber 
(informan). 
Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami bagaimana 
studi perilaku politik dan perilaku pemilih dalam prespektif perilaku pemilih  
hingga dampak yang ditimbulkannya. Semua data yang ada kemudian 
akan dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis 
mengenai bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan Walikota Makassar 
tahun 2013. 
Data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis dapat menarik 
kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan 
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dengan aktivitas pengulangan (review) dengan tujuan untuk pemantapan 
data, kemudian penelusuran data kembali secara cepat untuk meninjau 
kemungkinan adanya akibat kedua yang timbul pada saat penelitian 
waktu menulis sajian data, dengan melihat kembali pada catatan 
lapangan, berdiskusi baik dengan rekan mahasiswa, dosen pembimbing 
maupun acuan lainnya untuk mengembangkan konsensus antar subyektif. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Kota Makassar 
a. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di 
lingkungan Provinsi  Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan 
pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum  
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822  
Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah 
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama 
menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 
175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga 
yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-
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batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, 
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang 
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya 
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan 
masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta 
masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarahwan, pemerhati 
hukum dan pelaku bisnis.  Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 
406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang 
menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597. 
b. Keadaan Geografis  
Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota provinsi 
Sulawesi Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan 
ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis 
terletak: 
508, 6, 19 " Lintang Selatan (LS) 
1190 24' 17' 38" Bujur Timur (BT) 
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Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
  
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 
km2 yang meliputi 14 Kecamatan dan terbagi dalam 143 Kelurahan, 971 
RW dan 4.789 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas 
wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas Kecamatan tersebut 
merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang 
paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas 
wilayah Kota Makassar. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.1 dan tabel 
3.2. tentang jumlah Kelurahan menurut Kecamatan dan luas wilayah serta 
persentase terhadap luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Makassar: 
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Tabel 1.1.  
Jumlah Kelurahan Menurut Dirinci Kecamatan di Kota Makassar 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan Kelurahan RW RT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 010 Mariso 9 47 246 
2 020 Mamajang 13 56 238 
3 030 Tamalate 10 69 369 
4 031 Rappocini 10 37 139 
5 040 Makassar 14 45 169 
6 050 Ujung Pandang 10 57 257 
7 060 Wajo 8 77 464 
8 070 Bontoala 12 50 199 
9 080 Ujung Tanah 12 90 473 
10 090 Tallo 15 108 532 
11 100 Panakukkang 11 105 505 
12 101 Manggala 6 66 366 
13 110 Biringkanaya 7 106 566 
14 111 Tamalanrea 6 67 330 
Jumlah 143 980 4.867 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012. 
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Tabel 1.2.  
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut 
Kecamatan di Kota Makassar. 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Luas 
(km2) 
Presentase luas  
(%) 
1 010 Mariso 1,82 1,04 
2 020 Mamajang 2,25 1,28 
3 030 Tamalate 20,21 11,50 
4 031 Rappocini 9,23 5,25 
5 040 Makassar 2,52 1,43 
6 050 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 060 Wajo 1,99 1,13 
8 070 Bontoala 2,10 1,19 
9 080 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 090 Tallo 5,83 3,32 
11 100 Panakukkang 17,83 9,70 
12 101 Manggala 24,14 13,73 
13 110 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 111 Tamalanrea 31,84 18,12 
Kota Makassar 175,77 100,00 
 Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012. 
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c. Penduduk  
Penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1.352.136 
jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan.  
Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.3. tentang jumlah penduduk 
dirinci menurut Kecamatan di Kota Makassar: 
Tabel 1.3.  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 
 Tahun 2011 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk Jumlah 
 
Laki-laki Perempuan 
1 010 Mariso 28.101 28.307 56.408 
2 020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 
3 030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 
4 031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 
5 040 Makassar 40.616 41.862 82.478 
6 050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 
7 060 Wajo 14.415 15.223 29.639 
8 070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 
9 080 Ujung Tanah 23.603 23.530 47.133 
10 090 Tallo 67.888 67.686 135.574 
11 100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 
12 101 Manggala 59.008 59.183 118.191 
13 110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 
14 111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 
Kota Makassar 667.681 684.455 1.352.136 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012. 
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Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan 
dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar 
yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 
penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut 
Kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi 
diwilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 172.506 jiwa atau sekitar 
12,76% dari total penduduk, disusul Kecamatan Biringkanaya sebanyak  
169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan Rapoccini sebanyak 152.531 jiwa 
(11,28%), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang 
sebanyak 27.160 jiwa (2,01%). Ditinjau dari kepadatan penduduk 
Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa/km2 persegi, 
disusul Kecamatan Mariso 30.993 jiwa/km2, Kecamatan Mamajang 26.471 
jiwa/km2. Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan Kecamatan dengan 
kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km2, kemudian 
diurutan kedua ada Kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan 
penduduk sekitar 3.512 jiwa/km2 terus diurutan ketiga ada Kecamatan 
Manggala dengan kepadatan penduduk sekitar 4.896 jiwa/km2, kemudian 
diikuti Kecamatan Ujung Tanah dan  Kecamatan Panakkukang diurutan 
keempat dan kelima dengan kepadatan penduduk sekitar 7.935 jiwa/km2 
dan 8.371 jiwa/km2.  
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Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.4. dan 3.5 tentang jumlah 
penduduk dirinci menurut rasio jenis kelamin dan persentase penduduk 
dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar: 
Tabel 1.4.  
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Rasio Jenis Kelamin Kota 
Makassar Tahun 2011 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk Rasio 
Jenis 
Kelamin  Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 010 Mariso 28.101 28.307 56.408 
99,27 
 
2 020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 
95,44 
 
3 030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 
97,77 
 
4 031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 
94,42 
 
5 040 Makassar 40.616 41.862 82.478 
97,02 
 
6 050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 
89,20 
 
7 060 Wajo 14.415 15.223 29.639 
94,69 
 
8 070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 
95,20 
 
9 080 Ujung Tanah 23.603 23.530 47.133 
100,31 
 
10 090 Tallo 67.888 67.686 135.574 
100,30 
 
11 100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 
98,05 
 
12 101 Manggala 59.008 59.183 118.191 
99,70 
 
13 110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 
98,42 
 
14 111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 
97,63 
 
Kota Makassar 667.681 684.455 1.352.136 
97,55 
 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012. 
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Tabel 1.5.  
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 
di Kota Makassar Tahun 2011. 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Presentase 
Penduduk (%) 
Kepadatan 
Penduduk 
1 010 Mariso 4,17 30.993 
2 020 Mamajang 4,40 26.471 
3 030 Tamalate 12,76 8.536 
4 031 Rappocini 11,28 16.526 
5 040 Makassar 6,10 32.730 
6 050 Ujung Pandang 2,01 10.327 
7 060 Wajo 2,19 14.894 
8 070 Bontoala 4,05 26.054 
9 080 Ujung Tanah 3,49 7.935 
10 090 Tallo 10,03 23.254 
11 100 Panakukkang 10,56 8.371 
12 101 Manggala 8,74 4.896 
13 110 Biringkanaya 12,52 3.512 
14 111 Tamalanrea 7,70 3.272 
Kota Makassar 100,00 7.693 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012. 
d. Pendidikan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) suatu Negara menentukan karakter dari 
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pembangunan ekonomi sosial, karena manusia pelaku aktif dari 
seluruh kegiatan tersebut. 
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
memperlihatkan angka yang semakin membaik dimana pada tahun 
2006 angka IPM sebesar 76,66 meningkat menjadi 77,41 pada tahun 
2007. Angka tersebut meningkat pada tahun 2008  sebesar 78,08 
(BPS,2010.) 
Pendidikan Umum 
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 
kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas 
hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro antara 
lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, 
jumlah murid yang telah bersekolah dan angka partisipasi sekolah. 
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus 
diupayakan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk 
usia sekolah, dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 
tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan oleh 
pemerintah dan swasta Kota Makassar, maka pada tahun 2008 jumlah 
sekolah dasar sebanyak 448 unit dengan jumlah guru sebanyak 5.747 
orang dan jumlah murid sebanyak 148.179. Untuk jenjang SMP 
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sebanyak 172 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 4.368 orang 
dengan jumlah murid sebanyak 59.878 orang. Sedangkan untuk 
jenjang SMA terdapat 110 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 
1.589 orang dan jumlah murid sebanyak 41.738 orang. 
Tabel 1.6 
Jumlah Guru dalam Ruang Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar 
Per Jenjang Pendidikan Tahun 2008 
No Jenjang pendidikan Jumlah sekolah Jumlah guru 
1 Sekolah Dasar 448 5.747 
2 Sekolah Menengah pertama 172 4.368 
3 Sekolah Menengah Atas 110 1.589 
Jumlah 730 11.704 
Sumber : Data Base Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2008. 
 
Kota Makassar yang merupakan pusat pendidikan di Kawasan 
Timur Indonesia terdapat 3 buah perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas 
Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM)  dan 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Pembangunan urusan Pendidikan telah meningkatkan layanan 
pendidikan kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan adanya 
peningkatan pencapaian sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 
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tahun 2008 dengan penduduk usia SD (7-12 tahun) tercatat 97,89 %, usia 
SLTP (13-15 tahun) sebesar 86, 97 % dan usia SLTA (16-18 tahun) 
mencapai 65,86 %. 
e. Kondisi Sosial Budaya Makassar 
Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan 
konsentrasi berbagai kegiatan, sekaligus memiliki basis ekonomi dan 
sumber daya yang relatif lebih baik, infrastruktur yang memadai serta 
daya tarik investasi disektor-sektor produktif, menjadikan kota Makassar 
memegang peranan penting dan fungsi penting sebagai pusat pelayanan, 
distribusi dan akumulasi barang/jasa dan penumpang, pendidikan, 
komunikasi dan informasi di kawasan Timur Indonesia. Hal ini 
menyebabkan penduduk kota Makassar menjadi heterogen, baik yang 
berasal dari seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan maupun dari 
daerah lain di Indonesia bahkan berasal dari mancanegara. 
Mayoritas masyarakat kota Makassar adalah suku Bugis, 
Makassar, Mandar, dan Tana Toraja. Makassar sangat terbuka bagi 
pendatang, sejak berabad-abad lampau telah berbaur berbagai suku 
bangsa, diantaranya Jawa, Ambon, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Mereka 
telah membangun komunitas, dan itu dibuktikan dengan keberadaan 
Kampung Sambung Jawa, Pencinaan, Kampung Melayu, dan Ambon. 
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Bahasa Makassar, juga disebut sebagai bahasa Makassar atau 
Mangkasara adalah bahasa yang digunakan penduduk Sulawesi Selatan 
khususnya etnis Makassar. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri, yang 
disebut lontara, namun sekarang banyak juga ditulis dengan 
menggunakan huruf latin. 
Selain bahasa Makassar, bahasa Bugis, Tator, Mandar juga sering 
dipakai oleh masyarakat kota Makassar. Namun bahasa Indonesia tetap 
menjadi bahasa pengantar sehari-hari bagi masyarakat kota Makassar 
dalam melaksanakan aktifitasnya. Masing-masing etnis memiliki bahasa 
yang berbeda-beda. Beragamnya etnis itu juga melahirkan aneka 
kesenian dan budaya yang malah memperkaya khazanah budaya 
tradisional di Kota Makassar. Saat ini kota Makassar memiliki situs 
bersejarah sebanyak 47 buah, 1011 sanggar seni dan masih memiliki 
pemangku adat yang saat ini masih bertahan sebanyak 5 buah dengan 
komoditas adat terpencil 7 buah. 
f. Keagamaan 
Sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat yang berasal 
dari berbagai suku bangsa dan agama, maka pemerintah kota Makassar 
senantiasa memfasilitasi terwujudnya kerukunan untuk beragama, 
mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam rangka pemeliharaan 
kerukunan umat beragama serta menumbuh kembangkan keharmonisan, 
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saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat 
beragama. 
Dalam hal keagamaan, di kota Makassar terdapat beberapa agama 
yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Agama Islam merupakan agama 
mayoritas masyarakat kota Makassar, data Departemen Agama Kota 
Makassar, tahun 2008 mayoritas beragama Islam dengan jumlah 
penduduk pemeluk agama islam 1.132.348 orang dengan jumlah jemaah 
haji pada tahun 2007 sebanyak 1.106 orang, Penganut yang beragama 
Kristen 50.416 orang, jumlah pemeluk agama Katolik sebanyak 45.446 
orang, Hindu sebanyak 57.791 orang, Budha sebanyak 10 orang, dan 
lain-lain 1 orang. Meskipun memiliki penganut agama yang berbeda, 
namun kerukunan antara umat beragama di Kota Makassar tetap terjaga 
dengan baik. Sedangkan sarana ibadah yang telah terbangun selama 
tahun 2008, mesjid sebanyak 867 buah, mushallah 112 buah, gereja 
Kristen 90 buah, gereja Katolik 57 buah, vihara/klenteng 23 buah. 
g. Ekonomi dan Keuangan 
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di kota Makassar pada 
tahun 2009 sebesar Rp. 1.215.460.818.849,79, terdapat kenaikan sekitar 
6,52% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.141.051.558.673,86. 
Sementara realisasi Belanja Daerah di kota Makassar pada tahun 2009 
sebesar Rp. 1.239.084.281.517,01 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 
1.139.993.442.505,22, terdapat kenaikan sekitar 8,69%. Dalam analisis 
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ekonomi wilayah, indikator yang lazim digunakan adalah pertumbuhan 
ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, tenaga kerja, 
perkembangan investasi dan distribusi pendapatan. 
h. Pertumbuhan Ekonomi 
Makassar mengalami berbagai peningkatan dibanding 1 tahun 
sebelumnya. Ekonomi kota Makassar tumbuh 8,17 % pada 2009 atau 
lebih tinggi 0,06% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 
yang mencapai 8,11%. Pertumbuhan ekonomi Makassar melampaui 
pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,4%. 
Kontribusi terbesar terhadap perekonomian kota Makassar adalah 
sektor perdagangan, hotel dan restoran (13%), disusul oleh sektor industri 
pengolahan (26%), pertanian (17%), jasa-jasa (8%), transportasi dan 
komunikasi (6%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5%), 
kontruksi (3%), listrik, gas, dan air bersih (3%), dan pertambangan dan 
penggalian (2%). 
Selain itu, Makassar juga mengalami peningkatan Pendapatan 
Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku sebesar Rp 16,83 triliun 
pada 2008 menjadi Rp 20,01 Triliun pada 2009.  
i. Aparatur Pemerintahan 
Jumlah aparatur Negara khususnya Pegawai negeri Sipil Dinas 
Pendidikan Kota Makassar pada tahun 2013  golongan II berjumlah 
sebanyak 8 orang, untuk pegawai negeri golongan III berjumlah 78 orang 
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sedangkan golongan IV berjumlah lebih sedikit dari  pegawai negeri 
golongan III yakni 17 orang. Berikut dapat kita lihat Tabel 3.7  dan Grafik 
3.2 tentang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan yang bertugas 
pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar: 
Tabel 1.7. 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan yang Bertugas Pada 
Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013. 
 
 
 
 
 
Unit kerja 
Golongan 
Jumlah 
I II III IV 
Dinas Pendidikan  - 8 78 17 103 
Sumber : Data Base Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013. 
Gambar 1.1 
Grafik Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan yang 
Bertugas Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Tahun 2013. 
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Dari keempat golongan PNS tersebut terdapat 1 orang yang 
bereselon  II. Untuk Eselon III sendiri sebanyak 5 orang, sedangkan untuk 
eselon IV sebanyak 15 orang. Berikut dapat kita lihat tabel 3.8 dan grafik 
3.2 tentang jumlah pegawai negeri sipil menurut eselon yang bertugas 
pada lingkup pemerintahan Kota Makassar: 
Tabel 1.8 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon yang Bertugas Pada 
Lingkup Dinas Pendidkan Kota Makassar Tahun 2013 
 
 
 
 
 
Unit kerja 
Eselon 
Jumlah 
I II III IV 
Dinas Pendidikan  - 1 5 15 21 
Sumber : Data Base Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2013. 
Gambar 3.2. 
Grafik Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon yang 
Bertugas Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Tahun 2013. 
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Jumlah eselon ini ditempatkan dalam Dinas Pendidikan Kota 
Makassar dalam bentuk Kepala Dinas sebanyak 1 orang, Sekretaris Dinas 
1 orang, Ka. Subag 3 orang, Kepala Bidang 4 orang dan Kepala Seksi 
sebanyak 12 orang. 
B. Kecamatan Biringkanaya 
a. Letak goegrafis dan batas wilayah 
Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 Kecamatan 
di Kota Makassar yang berbatasan dengan kabupaten Maros di sebelah 
utara, Kabupaten Maros di sebelah timur , Kecamatan Tamalanrea di 
sebelah selatan dan Kecamatan Tallo di sebelah barat.  
Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan pantai dengan 
topografi ketinggian antara permukaan laut. Menurut jaraknya, letak 
masing-masing Kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 1 Km sampai 
dengan jarak 5-10 Km.  
b. Luas Wilayah 
Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 Kelurahan dengan luas 
wilayah 48,22 km2. Dari luas keseluruhan Kecamatan Biringkanaya. 
Kelurahan Sudiang adalah Kelurahan yang terluas yaitu sekitar 13,49 km2. 
Terluas kedua adalah Kelurahan Sudiang Raya dengan luas wilayah 8,78 
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km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Untia 
yaitu 2,89 km2. 
c. Penduduk 
Kurun waktu tahun 2010-2012 jumlah penduduk Kecamatan 
Biringkanaya mengalami peningkatan . Tampak bahwa jumlah penduduk 
di tahun 2012 sebesar 177.116 jiwa dan pada tahun 2011 sebesar 
169.340 jiwa, yang berarti rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 
4,56 persen. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-
laki sekitar 87.853 jiwa dan perempuan sekitar 89.263 jiwa. Dengan 
demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98.42 persen yang berarti 
setiap 100 orang penduduk perempuan sekitar 98 orang penduduk laki-
laki. 
Kelompok umur 0-4 tahun tercatat mencapai populasi terbanyak 
sebesar 22.577 jiwa menyusul umur 20-24 tahu sebesar 19.860 jiwa, 
sedangkan kelompok umur 60-64 tahun hanya 3.405 jiwa.  
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Table 1.9 
Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di 
Kecamatan Biringkanaya Tahun 2012 
No Umur 
Penduduk 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 15-19 8.294 8.840 17.134 
2 20-24 9.338 10.566 19.904 
3 25-29 8.133 9.227 17.360 
4 30-34 8.601 9.573 18.174 
5 35-39 7.134 7.114 14.284 
6 40-65+ 15.789 15.385 31.174 
Jumlah 57.289 60.705 118.03o 
Sumber: data base badan statistika daerah kota Makassar tahun 2013  
Table 2.0 
Jumlah Pegawai Negeri/BUMN Pada Wilayah Kecamatan Dirinci 
Menurut Instansi Dan Jenis Kelamin Tahun 2012 
No 
Nama Instansi 
Pemerintah 
Jumlah Pegawai 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 Kantor Camat 12 8 20 
2 Cabang Dinas PK 8 6 14 
3 Dispenda - - - 
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1 2 3 4 5 
4 Puskesmas 4 70 74 
5 Kantor Urusan Agama 5 9 14 
6 Juru Penerangan - - - 
7 BKKBN 3 9 12 
8 KSK 1 - 1 
Jumlah 33 102 135 
Sumber: data base badan pusat statistika kota makassar tahun 2013 
d. Pendidikan  
Tahun ajaran 2012/2013 jumlah TK di Kecamatan Biringkanaya 
ada 58 sekolah dengan 117 kelas dan 153 guru. Pada tingkat sekolah 
dasar, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 43 sekolah 
dengan 339 kelas dan 740 guru. Untuk tingkat SLTP baik negeri mupun 
swasta sebanyak 19 sekolah dengan 256 kelas dan 596 orang guru. 
Sedangkat untuk tingkat SMA baik negeri maupun swasta terdapat 9 
sekolahdengan 70 kelas dan 322 orang guru. Dan untuk SMK swasta 
terdapat 8 sekolah. Selain itu terdapat juga sekolah di bawah naungan 
Departement Agama, yaitu madrasah Ibtidayah terdapat 2 sekolah 
dengan 10 kelas dan 10 guru. 
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Table 2.1 
Jumlah Sekolah Dan Guru Di Kecamatan Biringkanaya Tahun 
2012 
No Jenjang Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 
Jumlah Guru 
1 Sekolah Dasar 43 740 
2 Sekolah Menengah Pertama  19 596 
3 Sekolah Menengah Atas 9 322 
Jumlah 71 1.658 
Sumber: data base badan statistika daerah kota Makassar tahun 2013 
e. Kesehatan 
Jumlah sarana kesehatan tahun 2012 di Kecamatan Biringkanaya 
tercatat 3 rumah sakit umum/khusus, 3 puskesmas, 9 pustu, 6 rumah 
bersalin dan 102 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 58 orang dokter 
umum, 8 orang dokter gigi, 130 paramedis dengan jumlah paramedik 
sebanyak 50 orang bidan desa , 80 orang perawat/mantri dan 17 dukun 
bayi.  
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Table 2.2 
Jumlah dokter, paramedik dan dukun bayi menurut kelurahan di 
Kecamatan Biringkanaya tahun 2012 
No Desa/Kelurahan 
Dokter Paramedic 
Dukun 
Bayi Umum Gigi 
Bidan 
Desa 
Perawat 
/Mantri 
1 Paccerekang 8 1 7 15 2 
2 Daya 9 2 6 12 3 
3 Pai 18 2 5 18 2 
4 Sudiang Raya 10 1 18 22 2 
5 Sudiang 12 3 8 12 2 
6 Bulurokeng  1 - 6 1 3 
7 Untia - - - - 3 
Jumlah 58 8 50 80 17 
Sumber: data base badan pusat statistika kota Makassar tahun 2013 
f. Agama 
Ditinjau dari agama yang anut, tercatat bahwa mayoritas penduduk 
Kecamatan Biringkanaya adalah beragama islam. Jumlah tempat ibadah 
di Kecamatan Biringkanaya cukup memadai, terdapat 143 buah masjid, 
10 buah langgar/surua dan 9 buah gereja.  
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C. Kecamatan Rappocini 
a. Letak geografis dan Batas wilayah 
Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di 
Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Panakukang di 
sebelah utara, Kecamatan Panakukang dan Kabupaten Gowa di sebelah 
timur, Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan dan Kecamatan 
Mamajang dan Kecamatan Makassar di sebelah barat. 
Kecamatan Rappocini merupakan daerah bukan pantai dengan 
topografi ketinggian antara permukaan laut. Menurut jaraknya, letak 
masing-masing Kelurahan ke Kecamatan kurang lebih 1 km sampai 
dengan jarak 5-10 Km.  
b. Luas Wilayah 
Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 Kelurahan dengan luas 
wilayah 9.23 km2. Dari luas wilayah tersebut tampak bahwa Kelurahan 
gunung sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km2. Terluas kedua adalah 
Kelurahan kerunrung dengan luas wilayah 1,52 km2. Sedangkan yang 
paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bontomakkio yaitu 0,20 
km2. 
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c. Jumlah Penduduk 
Menurut hasil sensus penduduk tahun 2012 di Kecamatan 
Rappocini, jumlah penduduknya sekitar 154.184 jiwa. Berdasarkan jenis 
kelamin tampak bahwa penduduk laki-laki sekitar 74.879 jiwa dan 
perempuan sekitar 79.305 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin 
adalah sekitar 94,42 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk 
perempuan terdapat sekitar 94 orang penduduk laki-laki. 
Table 2.3 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis 
Kelamin Di Kecamatan Rappocini Tahun 2011 
No Umur 
Penduduk 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 15-19 7.829 9.428 17.257 
2 20-24 10.030 11.437 21.471 
3 25-29 7.265 7.476 14.741 
4 30-34 6.073 6.193 12.266 
5 35-39 5.148 5.450 10.598 
6 40-65+ 175.543 19.942 195.485 
Jumlah 211.888 59.930 271.818 
Sumber: data base badan statistik daerah kota Makassar tahun 2013 
 
94 
 
d. Pendidikan 
Tahun ajaran 2012/2013 untuk tingkat TK sebanyak 29 sekolah 
dengan 577 orang murid dan 105 orang guru. Untuk Tingkat SD Inpres 
sebanyak 25 sekolah dengan 8.092 orang murid dan 276 orang guru, SD 
negeri sebanyak 15 sekolah dengan 3.840 orang murid dan 177 orang 
guru. SD swasta sebanyak 9 sekolah dengan 1.763 orang murid dan 114 
orang guru. 
Tingkat SMP Negeri sebanyak 4 sekolah dengan 3.175 orang 
murid dan 202 orang guru. Untuk SMP swasta sebanyak 15 sekolah 
dengan 1.744 orang murid dan guru sebanyak 205 orang. Di tingkat SMU 
negeri sebanyak 1 sekolah dengan 674 orang murid dan 72 guru. SMA 
swasta sebanyak 10 sekolah dengan 952 orang murid dan 181 orang 
guru.Pada tingkat SMK negeri sebanyak 1 sekolah dengan 600 orang 
murid dan 72 orang guru. Dan SMK swasta sebanyak 9 sekolah dengan 
murid sebanyak 3.517 orang dan 352 orang guru.  
Selain itu, terdapat pula sekolah yang berada dibawah naungan 
Departement Agama, yaitu Raudhatul Atfah tapi tidak difungsikan 
sekarang. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidayah negeri sebanyak 1 
sekolah dengan 525 orang murid dan 26 orang guru, dan madrasah aliyah 
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negeri sebanyak 1 sekolah, dengan jumlah murid 375 orang dan 49 orang 
guru.  
Table 2.4 
Jumlah Sekolah Dan Jumlah Guru Di Kecamatan Rappocini 
Tahun 2011 
No Jenjang Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 
Jumlah Guru 
1 Taman Kanak-kanak 29 105 
2 Sekolah Dasar 49 593 
3 sekolah Menengah Pertama 19 407 
4 Sekolah Menengah Atas 22 726 
Jumlah 97 1.831 
Sumber: data base badan pusat statistika daerah kota Makassar  
e. Agama 
Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Rappocini cukup banyak, hal 
ini dapat di lihat dari tempat ibadah seperti masjid sebanyak 107 buah, 
Mushallah sebanyak 19 buah, gereja sebanyak 10 buah dan vihara 
sebanyak 1 buah. 
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D. Kecamatan Tamalate 
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di 
Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan 
Mamajang, di sebelah timur dengan Kabupaten Gowa, di sebelah selatan 
dengan Kabupaten Takalar dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat 
Makassar. Sebanyak 3 Kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan 
pantai dan 7 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan 
topografi di bawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, 
letak masing-masing Kelurahan ke ibukota Kecamatan bervariasi antara   
1-2 Km (Kelurahan Maccini Sombala dan Balang Baru) antara 3-4 Km 
(Kelurahan Jongaya dan Parang Tambung), Kelurahan lainnya berjarak 5-
10 Km.  
b. Luas wilayah 
Kecamatan Tamalate terdiri dari 10 Kelurahan dengan luas wilayah 
20,21 km2.dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan 
Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km2, terluas kedua adalah 
tanjung merdeka dengan luas wilayah 3,37 km2. Sedangkan yang paling 
kecil luas wilayahnya adalah Keluraha Bungaya yaitu 0,29 km2. 
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c. Penduduk 
Kurun waktu tahun 2011-2012 jumlah penduduk Kecamatan 
Tamalate mengalami peningkatan. Tampak bahwa jumlah penduduk 
tahun 2012 sebanyak 176.947 jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan 
jumlah penduduk sebanyak 4.441 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk pada tahun 2011 yang berjumlah 172.506 jiwa. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-
laki sekitar 87.474 jiwa dan perempuan sekitar 89.473 jiwa. Dengan 
demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,77 persen yang berarti 
setiap 100 oarng penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang 
penduduk laki-laki. Dan jika diperhatikan distribusi penduduk Kecamatan 
Tamalate menurut kelompok umur, tampak bahwa pada kelompok umur 
20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak menyusul umur 15-
19 tahun. 
Table 2.5 
Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
di Kecamatan Tamalate tahun 2012 
No Umur 
Penduduk 
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 2 3 4 5 
1 15-19 9.776 10.432 20.208 
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1 2 3 4 5 
2 20-24 12.092 14.042 26.134 
3 25-29 9.082 9.050 18.132 
4 30-34 7.416 7.709 15.125 
5 35-39 5.555 5.787 11.342 
6 40-65+ 16.842 17.481 34.323 
Jumlah 60.763 64.501 125.264 
Sumber: data base badan pusat statistik daerah kota Makassar tahun 2013  
Table 2.6 
Jumlah pegawai negeri sipil/BUMN di Kecamatan Tamalate dirinci 
menurut instansi dan jenis kelamin tahun 2012 
No Desa/Kelurahan 
Jumlah Pegawai 
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 Kantor Camat 93 79 172 
2 Cabang Dinas PK 5 7 12 
3 Dispenda 1 - 1 
4 Kantor Urusan Agama 4 5 9 
5 Puskesmas 29 62 91 
6 
Coordinator Statistic 
Kecamatan (KSK) 
- 1 1 
Jumlah 132 154 286 
Sumber: data base badan pusat statistik kota Makassar tahun 2013 
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d. Pendidikan  
Tahun ajaran 2011/2012 jumlah TK di Kecamatan Tamalate ada 
sebanyak 25 sekolah dengan 1.440 orang murid dan 139 orang guru. 
Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 41 
sekolah dengan 11.863 orang murid dan 585 orang guru. Untuk tingkat 
SMP terdapat 14 dengan 6.692 orang murid dan 457 orang guru. 
Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 11 sekolah dengan 5.054 orang 
murid dan 431 oarng guru. Di Kecamatan Tamalate terdapat kampus 
Universitas Negeri Makassar  yang terletak di Kelurahan Parang 
Tambung, namun kantor pusatnya di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan 
Rappocini. 
Table 2.7 
Jumlah Sekolah Dan Jumlah Guru Di Kecamatan Tamalate 
Tahun 2012 
No Jenjang Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 
Jumlah Guru 
1 2 3 4 
1 Taman Kanak-Kanak 25 139 
2 Sekolah Dasar 41 585 
3 Sekolah Menengah Pertama 14 457 
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1 2 3 4 
4 Sekolah Menengah Atas 11 431 
Jumlah 91 1.612 
Sumber: data base badan pusat statistik daerah kota Makassar tahun 2013 
e. Agama 
Berdasarkan agama yang di anut, tercatat bahwa sebagian besar 
penduduk Kecamatan Tamalate adalah beragama islam. Jumlah fasilitas 
ibadah di Kecamatan Tamalate cukup memadai karena terdapat 130 buah 
mesjid, 5 buah gereja dan 1 vihara.  
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan 
dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah 
tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) 
dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak 
protes, lobbying, kampanye dan demontrasi). 
Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana perilaku pemilih 
pada pemilihan walikota Makassar 2013 yang lalu. Terkait dengan itu, 
penelitian ini mewawancarai 7 pemilih yang tersebar di tiga (3) Kecamatan 
di Kota Makassar. Ketujuh informan yang diwawancarai tidak mewakili 
sebagai populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. 
Adapun pemilih yang diwawancarai adalah pemilih yang memberikan 
suaranya pada saat pemilihan walikota yang lalu. Pemilih yang di 
wawancarai tersebar di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Biringkanaya, 
dan Kecamatan Rappocini. Hal ini sengaja dipilih mengingat gerakan-
gerakan atau basis terbesar suara Danny Pomanto-Syamsu Rizal 
tersebar di 3 (tiga) Kecamatan tersebut.  
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Pada umumnya perilaku politik sendiri ditentukan faktor-faktor 
internal dari individu itu sendiri seperti idealism, tingkat kecerdasan, 
kehendak hati dan beberapa faktor eksternal seperti kehidupan 
beragama, sosial, politik, dan ekonomi. Abdul Munir mulkam melihat 
perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta 
kepentingan, maka perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan 
ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya 
adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu 
masyarakat atau golongan suatu masyarakat tersebut. 
Sebuah kekhawatiran akan timbul akibat terjadinya kerusuhan 
sosial, namun sejak pemilu 1999 dan berikutnya dapat terlaksana dengan 
lebih bebas, jujur dan lebih adil daripada penyelenggara pemilu pasca era 
rezim orde baru memang terdapat banyak kelemahan dan kesalahan, 
akan tetapi sebuah pemilu yang hanya dipersiapkan dalam waktu yang 
terbatas dan merupakan sendi pada prinsip demokrasi. Maka kelemahan 
dan kesalahan-kesalahan itu dapat dipahami rakyat sehingga semua 
proses dari pemilihan umum itu bisa diterima oleh rakyat.  
Berdasarkan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya 
maka pada bab ini akan dijelaskan aspek yang menyangkut persoalan 
perilaku pemilih dan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku 
tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian 
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sebagai berikut: bagaimana perilaku pemilih dan faktor yang 
mempengaruhi pemilih pada pemilihan walikota Makassar 2013. Namun 
dalam pembahasan ini ada tiga hal yang mempengaruhi perilaku pemilih 
diantaranya faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasionalitas. 
Ketiga aspek itu telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan akan 
dibahas lebih lanjut.  
A. Perilaku Politik Pemilih 
Hal penting yang perlu diingat dalam di era reformasi ini, pada 
tahun 1998 dimana masyarakat dalam dunia politik ini mampu 
berpartisipasi dalam proses kontrol terhadap penyelengaraan Negara 
yang bersangkutan dengan kekuasaan. Di era reformasi ini telah berjalan 
cukup lama namum gambaran umum masyarakat masih belum berubah. 
Hingga saat ini masyarakat masih diwarnai oleh kondisi komunalisme, 
paternalistik, ideologis serta kurangnya pasrtisipasi. Semua dapat terlihat 
dengan kecenderungan yang hanya terlibat pada saat kegiatan pemilu 
saja. Setelah pemilu berakhir, mereka tidak peduli apakah setelah 
berakhirnya pemilihan umum tersebut semua kepentingan mereka akan 
diperhatikan atau tidak. Bahkan mereka acuh dan tidak ada perhatian 
serius dengan semua itu. Untuk mengetahui perilaku pemilih di kota 
Makassar ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu: keterlibatan 
pemilih pada pemilihan walikota Makassar dan tingkat kepercayaan 
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pemilih itu terhadap kandidat walikota Makassar 2013. Kedua hal tersebut 
akan di bahas lebih lanjut.  
a. Keterlibatan Pemilih dalam Pemilu 
Pemilu adalah sarana untuk mengimplementasikan demokrasi. 
Sehingga sangat sulit dikatakan demokrasi tanpa diadakan sebuah 
pemilihan umum. Meskipun demikian, pemilu bukan tujuan, melainka 
hanya sebagai sarana untuk memilih anggota  parlemen dan pemimpin 
eksekutif di pusat dan daerah. Tujuan kita berbangsa dan bernegara   
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 
Kebanyakan Negara demokrasi menganggap bahwa pemilihan 
umum adalah  tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilu yang 
dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan sudah 
cukup mewakili partisipasi dan merupakan aspirasi masyarakat. Disadari 
bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu 
dilengkapai dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat 
berkesinambungan. 
Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pesta 
demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat 
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tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan 
yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan 
suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat 
berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan 
pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah 
waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada 
masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri 
sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada 
saat memilih kandidat pemilu. 
Kegiatan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum 
merupakan partisipasi kolektif yang kontroversional. Begitupun 
menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, 
bekerja untuk membantu di tempat pemungutan suara, mancari dukungan 
untuk calon dan berbagai macam tindakan lainnya merupakan bentuk 
sebuah partisipasi politik kolektif.29 
Senada yang di ungkapkan oleh Surianty warga Kecamatan 
Biringkanaya Kelurahan Pai: 
“kalau soal ikut memilih atau tidak memilih, saya itu 
orangnya selalu ikut dalam pemilihan umum, apalagi ini 
pemilihan walikota Makassar yang menentukan nanti 
                                                          
29
 Almond., Gabriel. Dalam Mochtar Mas’oed dan colin Mac., perbandingan sistem politik, 
djokyakarta, Gadjah Mada university press, hal 144 
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perkembangan dan pembangunan kota Makassar pasti saya 
harus ikut memilih, karena suara satu saja itu sangat berarti” .30 
 
Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Surianty, menyangkut pilihan 
mereka dalam pemilihan walikota Makassar 2013 banyak pemilih yang 
memberikan suaranya untuk membangun kota Makassar ini menjadi lebih 
baik. Salah satu indikator demokrasinya sebuah negara adalah seberapa 
jauh partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilu yang 
merupakan bagian dari proses demokratisasi sebuah Negara akan 
menjadi tanda seberapa besar partisipasi masyarakat. Apalagi pemilu 
sebagai hajatan demokrasi yang akan menentukan siapa wakil rakyat 
sebagai representasi dari rakyat itu sendiri. Semakin baik kualitas seorang 
wakil rakyat akan sejalan dengan kualitas rakyat yang memilihnya. 
Masyarakat yang bijak adalah masyarakat yang harus ikut serta 
dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan memimpin 
kita kedepannya. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan 
menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan 
masyarakat secara umum.  
Pemilu bukanlah hal yang menjadi indikator terselenggaranya 
proses demokratisasi tapi tanpa pemilu serta partisipasi masyarakat maka 
kita akan mempersilahkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Karena 
                                                          
30
 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014 
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selain sebagai momentum menentukan siapa wakil rakyat, juga sebagai 
momentum evaluasi seberapa baik kepercayaan publik terhadap wakil 
rakyatnya. Jika seorang wakil rakyat masih dipercaya oleh rakyatnya serta 
memiliki kinerja yang baik maka melalui momentum pemilulah, akan 
diangkat kembali. Sebaliknya jika seorang wakil rakyat tidak memiliki 
kepercayaan serta tidak memuaskan publik maka momentum pemilu akan 
menjadi hukuman untuk tidak dipilih kembali. Dengan demikian partisipasi 
dalam pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat 
demi pencapaian tujuan bersama dalam penyelenggaraan Negara. 
 “Bukan hanya itu, kita juga perlu ikut memberikan 
kontribusi terhadap kandidat dengan memberikan informasi 
kepada masyarakat tentang kandidat calon walikota yang ada 
terutama tentang pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal…31 
Kesadaran politik yang dimiliki oleh bapak Daniel menunjukkan 
bahwa pemilih sekarang sudah banyak yang sadar tentang betapa 
pentingnya ikut dalam proses demokrasi untuk menentukan 
perkembangan daerah tersebut khususnya kota Makassar. Aktivitas-
aktivitas politik menjelang pemilihan umum yang dilakukan oleh bapak 
Daniel yang menjadi tim sukses pasangan Danny Pomanto – Syamsu 
Rizal menjadi bukti bahwa pemilih sekarang sudah sangat aktif dalam 
partisipasi politik sebagai terwujudnya demokrasi yang sebenarnya.   
                                                          
31
 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014 
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Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai suatu  tindakan manusia 
dalam situasi politik, dengan adanya interaksi antara pemerintah dan 
masyarakat, antara kelompok dan individu dalam masyarakat untuk 
proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan sebuah keputusan politik.  
Pemilih dalam menentukan pilihan dihadapkan dengan berbagai 
permasalahan, mulai dari tindakan asusila yang dilakukan oleh birokrasi di 
parlemen hingga tindakan korupsi yang santer terdengar melalui media 
massa. Tetapi dengan keterlibatan pemilih dalam kegiatan politik 
merupakan bukti nyata bahwa proses demokrasi yang berjalan kita mulai 
hidup kembali. Kepedulian pemilih dalam mengikuti kegiatan politik ini 
harus diikuti dengan kesiapan kandidat atau calon dalam memberikan 
suguhan terbaik mereka diantaranya visi dan misi yang jelas untuk 
membangun kota Makassar menjadi lebih baik. Semua kandidat 
diharapkan mampu memberikan kontribusi baik itu setelah terpilih dalam 
pemilukada ataupun belum bisa terpilih. Ini akan menjadi bukti bahwa 
memang aktor politik yang akan bertarung memang siap dengan segala 
kondisi yang akan didapatkan nanti. 
Keadaan yang demikian akan membentuk pola pikir masyarakat 
percaya bahwa aktor politik yang demikian memiliki mental pemenang dan 
selalu merasa kegiatan ini telah dilakukan dengan adil tanpa harus ada 
embel-embel setelah dilakukan hajatan pesta demokrasi ini. 
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Kepercayaan pemilih dapat dibangun melalui sosok figur dari 
kandidat yang akan bertarung dengan melihat bukti nyata dari masing-
masing kandidat termasuk kesiapan pasangan Danny Pomanto-Syamsu 
Rizal yang telah tersusun sebelum mereka bertarung di pemilihan walikota 
2013 yang lalu. Ibu Surianty mengatakan dalam wawancaranya kepada 
penulis bahwa;  
“Para calon walikota Makassar juga sangat perduli 
dengan masyarakat khusus pasangan Danny Pomanto – 
Syamsu Rizal yang sering meluangkan waktunya untuk bertemu 
dengan masyarakat. Ini ditandai dengan 3 kalinya Danny 
Pomanto menyempatkan waktu untuk datang ke Kecamatan 
Biringkanaya khususnya Kelurahan Pai. Bukan hanya itu, 
Danny Pomanto juga dalam kunjungannya sering meninjau 
rumah-rumah yang ada di Kelurahan Pai dan membagikan 
sembako kepada masyarakat. Dan yang paling masyarakat 
sangat berterima kasih kepada bapak Danny Pomanto saat  
beliau memasang lampu jalan di Kelurahan Pai. Ini mengurangi 
beban masyarakat dalam melihat dalam kegelapan dan 
mengurangi pencurian dan kecelakaan dalam kegelapan di 
jalan yang gelap. Tambahnya lagi.”32 
 
Sikap seseorang terhadap fenomena politik yang sedang 
berkembang juga ikut menentukan bagaimana perilaku orang tersebut. 
Sikap sendiri merupakan sebuah aspek penting sebab sikap adalah 
kecenderungan seseorang dalam melakukan aktifitas apa yang akan 
dilakukannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan sebuah 
pilihan. Sejauh ini telah dilakukan wawancara terhadap beberapa 
                                                          
32
 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014  
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informan tentang sejauh mana kerterlibatan mereka pada kegiatan politik 
terkhusus pemilihan umum dan bagaimana mereka dalam menentukan 
sebuah keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi semua itu.  
Usaha yang dilakukan untuk mencari tahu perilaku pemilih, 
diajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan tersebut yang 
berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan seputar pemilihan 
Walikota Makassar 2013, yaitu menyangkut keikutsertaan mereka pada 
pemberian suara atau dalam kegiatan menentukan pilihan mereka dan 
bentuk keterlibatannya pada pemilihan walikota Makassar 2013.  
Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa 
kecendrungan mereka dalam kesadaran politik ada, namun pengetahuan 
dan kepedulian hanya sebagian saja. Akan tetapi untuk keterlibatan pada 
ajang pesta demokrasi atau pemilihan umum cukup tinggi. Semuanya itu 
dipengaruhi oleh rasa hormat seseorang terhadap kepemimpinan dan 
kewibawaan serta yang namanya kedudukan seorang tokoh. Dari situasi 
kultur seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh mana peran tokoh 
yang menjadi panutan dapat menentukan perilaku  politik seseorang 
dalam memilih. 
Penulis juga mendapatkan gambaran perilaku pemilih yang lebih 
mendalam, tentang keterlibatan mereka pada partai politik yang terlibat 
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pada aktifitas menjelang pemilihan umum semisalnya kegiatan-kegiatan 
kampanye dan sejenisnya. Berbicara keterlibatan pemilih pada pemilihan 
walikota Makassar 2013, mereka semua mampu memahami hak dan 
kewajiban mereka sebagai warga Negara dalam sebuah pemilihan umum 
yang menjadi rutinitas bangsa ini.  
b. Kepercayaan pemilih terhadap pasangan Danny 
Pomanto – Syamsu Rizal 
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 
dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Pemilih dalam menentukan pilihannya sering didasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan entah itu berdasarkan kedekatan dengan 
calon ataukah juga berdasarkan dengan pertimbangan rasional. Pemilih 
dalam menentukan pilihan terkadang dipengaruhi oleh kedekatan dengan 
kandidat seperti yang banyak di alamai oleh pemilih yang ada di kota 
Makassar.  
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Kunjungan yang banyak dilakukan oleh para kandidat membuat 
pemilih merasa bahwa kandidat tersebut adalah kandidat yang cocok 
dengan pemilih, dengan kata lain kandidat tersebut merepresentatifkan 
dirinya sebagai wakil masyarakat di birokrasi kelak. Hal serupa juga di 
lontarkan oleh ibu Andi sumarni dalam wawancaranya mengatakan 
bahwa; 
“Bapak Danny Pomanto itu dekat sekali dengan 
masyarakat khususnya di Kecamatan Biringkanaya karena 
bapak Danny selalu datang berkunjung ke tempat-tempatnya 
warga, sering lihat kondisinya warga terus dia kasih bantuan. 
Jadi saya pilih itu bapak danny karena saya lihat bukti yang ada 
bukan janji kaya calon-calon lain”33 
 
Kegiatan kampanye yang digunakan kandidat yang begitu intens 
membentuk pola pikir yang berkembng dimasyarakat dimana lingkungan 
atau informasi-informasi baru yang diperoleh oleh pemilih akan 
melahirkan sebuah pola nilai yang baru dalam masyarakat. Termasuk 
dengan kedatangan pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal ke tengah-
tengah masyarakat sehingga membentuk perilaku masyarakat yang 
secara emosional merasa dekat dengan beliau. Menurut Mark N Franklin 
(dalam  politik explore, 2012) yang menjelaskan bahwa pengaruh 
kekuatan psikologis yang berkembang dalam masyarakat sebagai produk 
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dari sosialisasi yang pemilih terima. Menurut Mark tersebut bahwa setiap 
orang memiliki perilaku yang berbeda pada awalnya tetapi dengan 
adanya kegiatan sosialisasi atau dalam pemilihan umum sering dikenal 
dengan kegiatan kampanye maka sedikit demi sedikit  pemilih mulai 
terpengaruh dan membentuk perilaku yang sama dalam jangka waktu 
yang singkat. Selain itu Richard rose dan Ian Mc (dalam  politik explore, 
2012) mengatakan menekankan pada ikatan emosional  pada suatu partai 
politik, dan orientasi terhadap isu-isu kandidat. 
Isu yang dimaksud akan terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, 
budaya, politik, dan pelayanan yang selama ini dirasakan dan dialami 
warga negara. Untuk itu sejumlah isu memungkinkan diidentifikasi untuk 
mengetahui arah perilaku memilih terhadap partai dan kandidat. 
Keduanya akan menawarkan sejumlah janji kebijakan saat kampanye 
yang terkait dengan kondisi warga. Beberapa isu yang mungkin muncul di 
antaranya: pelayanan dan jaminan kesehatan, pelayanan dan jaminan 
pendidikan, masalah  pengangguran, transportasi umum, lingkungan 
hidup, anggaran, kemudahan berusaha, pajak,  perlindungan kesenian 
tradisional, dan isu-isu publik lainnya. Berdasarkan isu-isu inilah bisa 
diketahui kecenderungan preferensi memilih. 
Proses kampanye sering kali pemilih dihadapkan pada macam 
dilematik karena mereka harus memilih kandidat yang memang benar-
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benar menjadi perwakilan masyarakat di birokrasi jangan sampai kandidat 
yang terpilih nantinya hanya akan membuat kota yang dia pimpin menjadi 
lebih buruk dua kali dari pemimpin sebelumnya.  
Pemilih dalam menjatuhkan pilihan terhadap kandidat yang dipikir 
cukup mampu mengemban tugas ini berdasarkan track record dari 
masing-masing kandidat dan ini telah dibuktikan oleh pasangan Danny 
Pomanto-Syamsu Rizal yang berhasil mengubah mindset buruk di 
lingkungan pemilih menjadi care terhadap beliau karena keunggulan-
keunggulan yang dimiliki pasangan ini sebelum mencalonkan diri menjadi 
walikota Makassar tahun 2013 yang lalu.  
Terkait pilihan dalam pemilu, seorang pemilih diasumsikan memiliki 
informasi memadai untuk menentukan pilihannya. Sekaligus 
memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya. Bahkan di 
saat pilihan-pilihan yang tersaji begitu banyak, seorang  pemilih 
diasumsikan mampu menentukan pilihan pada salah satu pilihan, baik 
partai maupun kandidat berdasarkan pertimbangan rasional tersebut. Hal 
ini serupa dengan yang diutarakan oleh bapak Muh Daud yang 
berdomisili di Kecamatan Rappocini Kelurahan Kassi-Kassi yang 
menyatakan bahwa; 
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“Danny Pomanto adalah orang yang cerdas yang 
memiliki kemampuan untuk membangun kota Makassar kalau 
kita lihat juga dari latar belakangnya yang bisa rekonstrusi 
anjungan pantai losari, karebosi dan sebagainya. Danny 
Pomanto juga selalu berbicara tidak pernah bohong, apa yang 
dia katakan sesuai dengan fakta. Dan yang paling penting disini 
pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal adalah bukan orang 
birokrasi jadi bebas dari korupsi ”34 
 
Sikap bapak Muh Daud menunjukkan bahwa pemilih tidak 
semuanya menentukan pilihannya berdasarkan kedekatan dengan 
kandidat atau berdasarkan kesamaan pandangan terhadap partai politik 
tertentu. Sesuai dengan konsep yang di kemukakan oleh Friedmen dan 
Hechter bahwa ada dua gagasan yang menjadi dasar utama dalam 
pemilih menentukan pilihannya sesuai dengan rasionalitas, yang pertama 
adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan 
aktor yang menghasilkan tindakan sosial. Kedua adalah bertambahnya 
pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional.  
Informasi yang dimiliki oleh individu kemudian dikaitan dengan 
kualitas dan kuantitas dari informasi yang ditemukan dan hal ini nantinya 
akan mempengaruhi pilihan rasionalnya. Ketika seseorang akan memilih 
kandidat saat pesta demokrasi berlangsung, ia memiliki ekspektasi atau 
harapan tertentu terhadap seseorang pemimpin yang akan dipilihnya. 
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Faktor motivasi memilih berikutnya terkait dengan isu. Bersandar 
pada asumsi ini  bahwa setiap individu pemilih memiliki sejumlah 
perhatian terhadap apa yang mempengaruhi hidup mereka. Isu terkait 
dengan kebijakan dan perilaku yang mempengaruhi kualitas hidup 
individu warga negara. Di negara modern individu warga negara 
tergantung atas kebijakan untuk mendorong suplai sumber daya ekonomi, 
sosial, budaya, dan pelayanan. Isu terkait dengan prioritas masalah yang 
harus diatasi untuk mempengaruhi kualitas hidup warga negara. Isu juga 
berhubungan dengan prioritas kebutuhan yang mendesak dipenuhi untuk 
tujuan yang sama. 
Proses demokrasi sering diwarnai dengan perbedaan pendapat 
dan pandangan setiap individu. Pengambilan kebijakanpun dari setiap 
individu berbeda satu dengan yang lain. Apalagi dalam pemilihan umum 
termasuk pemilihan walikota Makassar kali ini. Tidak setiap orang 
menentukan pilihan berdasarkan pilihan rasional dan selalu 
mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihannya. Ada juga 
pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan kedekatan 
emosionalnya. 
Kedekatan emosional pemilih terhadap kandidat bisa memicu 
pemilih untuk menjatuhkan pilihan terhadap kandidat tersebut. 
Kepercayaan yang terbangun setelah sekian lama yang terjalin dan 
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terbangun berdasarkan keseringan pemilih bertemu dengan kandidat 
ataupun sebelum kandidat mencalonkan diri dalam pemilihan umum 
tersebut. 
Kedekatan kandidat dengan calon bisa dilakukan dengan berbagai 
cara, diantaranya yaitu adanya hubungan baik kandidat dengan  tokoh 
masyarakat dengan kata lain adanya hubungan patron client yang telah 
dilakukan sebelumnya. Ini seperti hasil wawancara kepada bapak Arifin 
yang tinggal di Kecamatan Rappocini Kelurahan Rappocini yang 
mengatakan bahwa; 
“saya menetukan pilihan saya pada saat pemilihan 
walikota yang lalu itu karena sayakan punya kelompok pencinta 
motor dan tempat kami biasa nongkrong itu di depan rumah 
jabatan walikota setelah kami di pindahkan dari tempat 
sebelumnya. Bukan hanya itu, bapak Ilham arif juga sangat 
berjasa terhadap kelompok kami yang sering memberikan 
bantuan setiap kami akan melakukan touring ke daerah-daereh 
dan pak Ilham juga salah satu perintis dari kelompok kami. Jadi 
pasti anggota kelompok harus pilih Danny Pomanto”.35 
 
Bukan hanya itu tambahnya: 
“ Selain kelompok pencinta motorku pak Ilham dan pak 
Syamsu Rizal juga sangat dekat dengan klub-klub motor lainnya 
yang tersebar di semua kota Makassar. Jelas pada saat mereka 
lakukan kampanye kita semua ada di barisan depan dukung 
pasangan Danny Pomanto – Syamsu rizal. Apalagi didukung 
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dengan warna dari pencinta motorku. Warna orange jadi sangat 
mendukung beliau”.36 
 
Sesuai dengan konsep psikologis sosial yang dituliskan Dennis 
Kavanagh (1993) dalam buku Political science and political behavior, 
Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih pada 
pemilihan walikota Makassar berupa identifikasi terhadap golongan atau 
kandidat tertentu. 
Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai atau 
keterikatan emosional pemilih dengan kandidat. Kongkretnya kandidat 
dirasakan sangat dekat secara emosional dengan pemilih tanpa 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.  
Dari sebagian hasil wawancara yang telah dilakukan, semuanya 
menggambarkan adanya kecenderungan akan kesadaran para pemilih 
menentukan perilaku memilihnya. Kemudahan mengakses informasi dan 
berita setiap kandidat menjadi amunisi terbaik pemilih dalam menentukan 
pilihan. Faktor pendorong demokratisasi adalah kesadaran politik pemilih 
dalam menetukan sebuah pilihan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari 
pihak tertentu seperti money politik, tindakan represif, dan tekanan 
psikologis yang bisa saja mempengaruhi pilihan pemilih dan perjalanan 
bangsa ini kedepannya.  
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Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan 
gambaran perilaku pemilih pada pemilihan walikota Makassar 2013 dan 
keanekaragaman tingkat kepercayaan terhadap calon kandidat peserta 
pemilihan walikota Makassar tahun 2013.  
B. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih kota Makassar  
Salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 
pemerintahan adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Seperti yang 
telah dilakukan di kota Makassar. Untuk mewujudkan Makassar lebih baik 
masyarakat dituntut untuk memberikan suara kepada orang yang 
memang dipandang dapat mewakili aspirasi masyarakat di birokrasi. 
Dalam pencapaian kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik, maka 
sangat dituntut peran aktif dari pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam 
pemilihan umum dan meningkatkan penyelenggaraan pemilu berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum itu 
harus menjamin adanya prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.  
 Partisipasi pemilih, baik itu berupa partisipasi aktif maupun pasif 
dapat menggambarkan bahwa proses demokrasi masih tetap 
dilaksanakan meski mendapat kekurangan yang terus akan diperbaiki. 
Partisipasi pemilih menjadi penentu keberhasilan pembangunan politik. 
Perilaku politik pemilih merupakan cerminan dari budaya politiknya yang 
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penuh dengan keanekaragaman karakter sebagian dari satu kelompok 
dalam pergaulannya. Persoalan kemudian adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilih tersebut mempunyai perilaku politik dalam 
menentukan pilihannya. Tiga pendekatan teori yang sering digunakan 
banyak sarjana ilmu politik untuk memahami perilaku politik pemilih ialah 
pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan 
rasional.  Semua faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut. 
a. Faktor Sosiologis 
Model sosiologis dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku 
pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama 
kelas sosial, agama dan kelompok etnis/kedaerahan. Seorang pemilih 
memilih partai atau calon pejabat publik tertentu atau isu politik tertentu 
karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan 
karakteristik sosiologis partai, calon ataupun isu publik tertentu. 
Seseorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial bawah ( dilihat dari 
jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kepadatan dan kesadaran akan posisi 
kelas sosial) cenderung akan memilih partai politik dan calon pejabat 
publik yang dipandang memperjuangkan perbaikan kelas sosial mereka. 
Dalam menggambarkan faktor sosiologis pemilih dapat kita lihat atau kita 
kaji dengan melihat beberapa faktor yaitu latar belakang etnis dan 
karakteristik seseorang dengan lingkungan sekitarnya. 
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1. Latar Belakang Etnis 
Etnis merupakan faktor yang paling penting untuk menunjang 
keterpilihan seseorang pemimpin dalam pemilihan umum. Tetapi pada 
saat pemihan walikota Makassar etnik bukanlah penentu. Ini di buktikan 
dengan keterpilihannya Danny Pomanto-Syamsu Rizal tidak berdasarkan 
keetnikan. 
Terpilihnya pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal membuktikan 
kepada pembaca bahwa isu-isu etnik bukanlah isu penting lagi dalam 
pemilihan umum. Masyarakat kini dihadapakan dengan realitas dan 
kepercayaan berdasarkan bukti nyata dari kinerja yang telah dilakukan 
oleh kandidat. Sama halnya yang diungkapkan oleh Dr. H Adi Suryadi 
B., MA dan Dr. Jayadi Nas, M.Si (dalam Fadhillah Hasbullah 2014); 
“Pola pikir masyarakat itu lebih terbuka, jadi tingkat politik 
mereka itu lebih demokratis, lebih muda menerima perbedaan, 
mudah menerima tokoh, dari latar belakang mana saja. Dan 
mereka itu juga menunjukkan sikap politik, mereka memilih 
disamping tokoh secara terbuka , biasanya masyarakat rasional 
dan terdidik itu melihat pada figur, tokoh bersangkutan, apakah 
memilih kompetensi, memiliki track record yang baik, memiliki 
pengalaman yang bertanggung jawab” 
“disinilah kedewasaan masyarakat kota Makassar, dan 
juga kesadaran dan pendewasaan politik demokrasi masyarakat 
asli disini karena dia tidak menuntut kemungkinan kepada siapa 
saja yang penting mereka dianggap mampu membawa aspirasi 
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masyarakat dan dipercaya. Maka ya, orang Makassar disini 
terbuka. Siapa saja kita tidak mengenal”.37 
 
Selain itu, ungkapan serupa di ungkapkan oleh bapak Daud yang 
mengatakan bahwa; 
“saya memilih pasangan Danny Pomanto – 
Syamsu Rizal karena saya melihat track record beliau 
dalam prestasi-prestasi sebelumnya telah dapat 
dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi 
kalau kita lihat figurnya yang dekat dengan masyarakat. 
Faktor asal dan etniknyapun bukan menjadi masalah 
buat saya”38 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa faktor etnis 
bukan lagi menjadi faktor pemilih dalam menentukan pilihannya. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemilih di kota Makassar sudah mulai 
memasuki atau berada pada pemilih cerdas karena telah 
mempertimbangkan segala kemungkinan. Pernyataan pada penjelasan 
sebelumnya mengisyaratkan bahwa telah terjadi perubahan nilai dalam 
masyarakat dimana pemilih tidak lagi melihat etnik sebagai factor 
pendukung pemilih dalam menetapkan pilihannya  
Gradasi nilai tentang keterpilihan seseorang berdasarkan etnik di 
kota Makassar bukan lagi menjadi faktor pendukung karena kini 
masyarakat sudah mengalami perubahan pola pikir menjadi lebih maju 
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sehingga kebanyakan pemilih tidak mudah di pengaruhi oleh isu-isu etnik 
yang beradar. 
Keikutsertaan Danny Pomanto sebagai calon walikota Makassar 
dan menjadi kandidat terpilih juga menunjukkan bahwa etnik bukanlah 
alasan pemilih menjatuhkan pilihannya karena Danny Pomanto adalah 
orang yang lahir di Gorontalo. 
2. Karakteristik seseorang dengan lingkungannya 
Persoalan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnik, usia, jenis 
kelamin dan agama menjadi faktor pendukung dalam melihat perilaku 
pemilih dilingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana status sosial itu 
membentuk pola pikir dalam bertindak. Seseorang atau pemilih yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk khususnya di kota 
Makassar termasuk pemilih yang terlibat dalam sebuah kelompok 
lembaga tertentu baik formal ataupun non formal akan mempengaruhi 
perilaku mereka.  
Kandidat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau 
pemilih dengan cara menggunakan status ekonomi pemilih sebagai 
sebuah celah khusus dan melemparkan isu mengenai segalanya ada 
istilah gratis, maka dengan mudahnya kandidat memperoleh suara dari 
pemilih tersebut, apalagi sebagian besar dari pemilih yang ada di 
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Indonesia khususnya di kota Makassar termasuk pemilih tradisional jika 
kita lihat berdasarkan jenis pekerjaan dan pendapatan perekonomiannya 
perbulan. 
Berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pemilih dalam 
konteks ini pemilih dengan jenis pekerjaan buruh dan sebagainya dapat 
menjadikan pemilih manjadi pasif dalam memperoleh infomasi tentang 
kandidat sehingga pandangan tentang kandidatpun menjadi ragu-ragu 
sehingga tidak ada kejelasan terhadap pilihan pemilih. Peristiwa ini akan 
menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dimana akan 
terbentuk pola perilaku baru. Dimana masyarakat, dalam menentukan 
pilihannya dalam keadaan ragu-ragu karena tidak mendapatkan 
gambaran yang jelas terhadap kandidat atau calon yang akan dipilihnya 
nanti atau dalam istilah politik dikenal dengan istilah pemilih pragmatis.  
Selain status ekonomi dari pemilih, tingkat pengetahuan dan waktu 
luang dari pemilih sangat diperlukan agar mengetahui kandidat lebih 
dekat dan tahu kepribadian dari calon tersebut. Tapi dengan kesibukan 
yang dimiliki para pemilih mengakibatkan pilihan mereka sering 
dipengaruhi oleh keadaan lingkungan entah itu berasal dari lingkungan 
sekitar seperti tetangga dan tim sukses dan bahkan sampai pada 
pengaruh atau ajakan yang diberikan oleh birokrasi setempat seperti 
ketua RT dan RW. 
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Pada pemilihan walikota Makassar yang lalu, pemilih dihadapkan 
dengan berbagai macam masalah terutama dalam memilih calon. Pemilih 
dihadapkan 10 pasang kandidat yang membuat pemilih harus lebih kerja 
keras lagi dalam menyeleksi kandidat terbaik diantara yang terbaik.  
Penyeleksian tersebut pemilih harus benar-benar matang agar pilihan 
yang dijatuhkan nantinya memberikan dampak positif terhadap 
masyarakat.  ibu Maryam yang tinggal di Kecamatan Tamalate Kelurahan 
Maccini Sombala mengatakan bahwa; 
“waktu pemilihan walikota yang lalu, banyak sekali 
kandidatnya, jadi agak pusing untuk memilih siapa yang terbaik. 
Tapi dari awal saya tetap melihat sosok pasangan Danny 
Pomanto –Syamsu Rizal akan membawa kota Makassar 
menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita lihat semangat dan 
spiritnya yang sering datang berkunjung di tempat-tempat 
kumuh seperti daerah sekitar tempat tinggalku ini. ………….. ”39 
Pemilihan walikota yang telah dilaksanakan, memberi gambaran 
kepada kita bahwa lingkungan dapat membentuk karakter seseorang 
dalam menentukan pilihan. Ungkapan yang dilontarkan ibu Maryam ini 
menjadi bukti bahwa lingkungan dapat memberikan kontribusi yang 
sangat kuat kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Entah itu 
pemilih yang memiliki intelektual maupun pemilih tradisional tidak lepas 
dari pengaruh lingkungan.  
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Lingkungan sangat berperan penting dalam pemilih menjatuhkan 
pilihannya karena lingkungan dapat membentuk pola pikir pemilih, 
lingkungan disini dapat diartika secara luas dan secara sempit. 
Lingkungan arti secara luas yaitu perilaku pemilih dapat dibentuk 
berdasarkan interaksi pemilih terhadap pasangan kandidat dan pemilih 
dengan masyarakat secara menyeluruh. Dan lingkungan secara sempit 
didapatkan oleh pemilih berdasarkan interaksi dengan lingkungan 
keluarga atau tetangga terdekat.  
b. Faktor Psikologis 
Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkahlaku 
pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan 
ekternal individu dalam bermasyarakat. Misalnya, sistem kepercayaan, 
agama, dan pengalaman hidup seseorang. Dalam pendekatan ini 
dipercaya bahwa tingkah laku individu akan membentuk norma 
kepercayaan individu tersebut.  
Faktor psikologis diperkuat dengan pendekatan yang 
dikembangkan beberapa sarjana, Campbell et al. (1960), Jaros dan Grant 
(1974), Rose dan McAllister (1990) dan lainnya, dari Mhicighan University 
di bawah the Michigan survey research center. Pendekatan ini (disebut 
juga Michigans school) menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat 
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bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti pemilih. 
Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi 
politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang 
tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap suatu 
partai akibat sosialisasi ini merupakan impact daripadanya (Chambell et 
al. 1960:163). Untuk kasus terhadap anak-anak menurut jaros dan grant 
(1974:132) identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian 
sikap dan perilaku anak keatas sikap dan perilaku orang tuanya.40 
Menyangkut masalah faktor psikologis, untuk pembahasan lebih 
mendalam maka penulis akan mengkaji melalui dua hal yang berkaitan 
dengan faktor tersebut, yakni: mengangkut masalah karakteristik pemilih 
dan keterikatan pemilih dengan calon kandidat yang ada pada pilihan 
walikota Makassar tahun 2013 yang lalu. Kedua hal tersebut akan 
dipaparkan lebih lanjut. 
1. Karakteristik Pribadi pemilih  
Karakteristik pribadi seseorang berpengaruh terhadap 
partisipasinya dalam sebagai warga Negara. Kepribadian yang terbuka 
terhadap sosial lebih memungkinkan seseorang menerima informasi 
politik dalam lingkungannya. Pemilih yang mengedepankan persoalan 
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emosi semata, sifatnya sangat pragmatis dan mendukung nilai-nilai yang 
diperjuangkan calon yang akan dipilih. Yang penting calon bisa 
memberikan apa yang dibutuhkannya secara pragmatis. Seperti uang 
sogokkan untuk memilih, keikut sertaan dalam organisasi yang dibiaya 
calon, apalagi telah menjadi tim sukses calon tertentu.  
Bentuk tubuh dan pencitraan media menjadi pertimbangan penting 
juga untuk memilih. Untuk karakter pemilih seperti ini banyak terdapat di 
Indonesia, terutama dipedesaan dan masyarakat urban perkotaan. 
ungkapan "kapan lagi kita menikmati uang dari calon tertentu, kalau 
bukan saat kampanye inilah kita ambil uangnya kalau mau kita memilih 
dia. Kalau sudah jadi nanti pastilah lupa dengan kita." menjadi ungkapan 
hampir semua masyarakat dipedesaan dan pinggiran perkotaan, 
diwarung-warung kopi dan tempat hiburan rakyat lainnya. Tentu dengan 
demikian Demokrasi yang kita agungkan akan terciderai dan akan 
merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. 
Bapak M. Daud dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 
“pada saat pemilihan walikota yang lalu saya pilih 
pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal karena saya kagum 
dengan beliau yang sangat dekat dengan masyarakat  dan tidak 
membeda-bedakan masyarakat. Di mata beliau semua orang 
sama. Dan harus diperlakukan sama tanpa membedakan dia 
punya jabatan apa dan anak siapa”41 
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Faktor kepribadian akan berkaitan dengan figur seorang tokoh 
sebagaimana yang dihasilkan dari penilaian orang terhadapnya. Sama 
halnya pemilih yang ada di Indonesia saat ini yang menjatuhkan 
pilihannya berdasarkan kharismatik yang ada pada calon itu. Seseorang 
pemilih akan melihat apakah tokoh itu berkharisma, kelihatan perduli 
terhadap masyarakat atau menyangkut pencitraan terhadap seorang 
tokoh. 
Figur dalam membentuk penilaian pribadi seseorang sangatlah 
kuat. Dimana figur disini berperan untuk menyuntikkan frame kepada 
masyarakat bahwa inilah figur yang baik untuk memimpin kota Makassar 
selanjutnya. Sama halnya yang dilakukan oleh pasangan Danny 
Pomanto-Syamsu Rizal yang selalu menggunakan istilah ana’lorongna’ 
Makassar sebagai tag line dalam pemilihan walikota yang lalu. 
Tag line yang digunakan oleh pasangan ini memberitahukan 
kepada pemilih bahwa pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal adalah 
pasangan yang sangat dekat dengan masyarakat karena istilah lorong 
dalam kehidupan masyarakat identik dengan kekumuhan dan kemiskinan. 
Jadi seolah-olah bahwa pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal 
memulai karir mereka dari bawah yaitu dari lorong-lorong. 
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Penulis beranggapan bahwa ini adalah sebuah virus perusak 
demokrasi yang harus segera dituntaskan. Karena kita tidak akan 
menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk rakyat, tidak 
akan menhasilkan pemimpin yang benar-benar bersuara untuk rakyat. 
Yang ada wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan perut pribadi dan 
pemimpin yang bekerja ala mafia. Tebar sebanyak mungkin citra baik 
ditengah masyarakat diantara pekerjaan kotor yang telah dikerjakan, bila 
perlu tebar banyak uang untuk mempengaruhi pilihan rakyat. 
2. Keterikatan dengan seorang kandidat 
Secara psikologis, hubungan emosional seseorang dengan orang 
lain akan mempengaruhinya dalam menantukan pilihan. Selain kesamaan 
suku, asal, dan agama juga berdampak pada pada tingkah laku pemilih 
dalam memenangkan pasangan atau kandidat yang sementara 
berkompetisi. Itulah alasan seseorang memperjuangkan salah satu 
kandidat tanpa melihat bagaiman latar belakang kandidat atau pribadi 
kandidat tersebut.  
Keterikatan kandidat dengan pemilih ini menjadi momok yang luar 
biasa di tengah-tengah demokrasi modern sekarang ini. Dimana pemilih 
akan memilih hanya berdasarkan kedekatan dengan seorang kandidat 
atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena 
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pemilih kenal atau dekat dengan kandidat. Pemilih dalam menentukan 
pilihan yang didasarkan kedekatan emosional ini akan membawa dampak 
buruk terhadap perkembangan demokrasi dimana akan ada sistem politik 
baru yang akan terbentuk yaitu politik dinasti. Dimana pemilih yang akan 
memilih berdasarkan kedekatan dengan penguasa yang terdahulu. 
Kejadian ini akan memberikan dampak buruk kepada daerah tersebut. 
Kita berkaca pada saat kepemimpinan presiden soeharto yang 
membangun politik dinasti dengan sistem sentralisasi kekuasaan.  
  Ibu A. Sumarni  kepala sekolah taman kanak-kanak di 
Kecamaatn Biringkanaya Kelurahan Sudiang Raya, yang mengatakan 
kepada penulis bahwa: 
“……………. Saya tahu tentang Danny Pomanto itu 
karena saya sering datang di kantor dinas bagian tata ruang 
kota. Dia ada disana dan memang baik orangnya.  Jadi saya 
tahu dia akan mampu buat Makassar menjadi lebih baik apalagi 
diakan lulusan insinyur  jadi pasti mampu bangun kota 
Makassar. Dan yang paling penting Danny Pomanto adalah 
tangan kirinya pak Ilham jadi pasti mampu lanjutkan 
programnya pak Ilham ”42 
 
Ungkapan yang dilontarkan oleh ibu A.Sumarni ini 
menggambarkan kepada kita semua bahwa pemilih sekarang memiliki 
beraneka ragam pandangan politik. Ada yang memilih berdasarkan latar 
belakang sosial, kedekatan emosional dan pertimbangan rasionalitas.  
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Pendidikan yang tinggi maupun jabatan yang tingi bukan menjamin 
seseorang tersebut akan memiliki perilaku yang lebih baik daripada orang 
yang tidak memiliki referensi politik sama sekali, ataukah pemilih tersebut 
dipengaruhi oleh faktor lain. Keterikatan dengan figur yang ada dibalik 
pasangan yang bertarung saat ini. 
Pemilih dalam menjatuhkan pilihannya terhadap calon juga 
dipengaruhi oleh siapa pendukung calon ini. Misalnya figur Ilham Arief 
Sirajuddin yang mendukung pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal. 
Secara tidak langsung masyarakat atau pemilih yang sudah melihat Ilham 
Arief Sirajuddin memberikan kepercayaannya terhadap pasangan 
tersebut membuat citra pasangan tersebut di mata masyarakat semakin 
menjadi baik terlepas dari isu-isu sosial yang berkembang dimasyarakat. 
Keterlibatan aktor di balik layar membuat pemilih semakin yakin 
terhadap pilihannya. Karena dengan hadirnya sosok pemimimpin yang 
mengikuti atau menyertai kandidat membuat nilai tambah buat kandidat. 
Pemilih beranggapan bahwa calon tersebut sudah memiliki elektabilitas 
dan kualitas yang baik.   
Figur Ilham sangat berkontibusi terhadap keterpilihannya pasangan 
Danny Pomanto-Syamsu Rizal karena sebagian besar birokrasi yang ada 
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di Kota Makassar adalah di bawah kendali kekuasaan walikota terdahulu 
di bawah pimpinan bapak Ilham Arief Sirajuddin.  
Kedekatan pemilih (birokrasi-ers) terhadap pasangan Danny 
Pomanto-Syamsu Rizal karena ada pengaruh Ilham Arief Sirajuddin 
selaku walikota yang memiliki jabatan struktural di pemerintahan daerah 
meskipun secara terang-terangan kekuasaan yang dimiliki tidak 
digunakan untuk menginterpensi pemilih birokrasi untuk memilihnya. 
Tetapi sudah terlihat dari beberapa gerakan politik yang terbangun di 
tengah-tengah masyarakat. Ketika ada pegawai negeri sipil terlihat ikut 
berpartisipasi dalam politik praktis maka pegawai negeri sipil tersebut aka 
mendapat saksi tegas dari pimpinan yang seolah-oleh menutup hak dari 
seorang warga Negara untuk ikut berpartisipsi dalam pesta demokrasi 
yang sedang berlangsung. 
Ibu Subaedah istri dari ketua RW di Kecamatan Tamalate 
Kelurahan Maccini Sombala. Beliau mengatakan bahwa: 
“saya cuman tamatan SD, jadi kalau masalah politik pasti 
saya kurang mengerti. Jadi saya ikut  pilihan suamiku (Pak RW) 
apalagi bapak Danny Pomanto pernah datang ke rumah dan 
menjanjikan kalau semua RT dan RW di kota Makassar akan 
dinaikkan gajinya, jadi pasti kita pilih pasangan Danny 
Pomanto–Syamsu Rizal dan rajin adakan pertemuan sama 
masyarakat untuk mengajak pemilih memilih pasangan Danny 
Pomanto–Syamzu Rizal baik itu pertemuan secara formal 
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ataupun tidak, baik itu diberitahukan secara terang-terangan 
atau cuman pake’ simbol-simbol saja”.43 
 
Keterikatan emosional bisa jadi pemicu seseorang tersugesti untuk 
merasa bahwa pilihannya adalah orang yang terbaik diantara orang-orang 
atau calon yang ada. Hanya berdasarkan dari kesamaan latar belakang 
ataukah istilah yang biasa kita dengar tentang etika balas budi dengan 
asas adanya kebaikan yang pernah kita terima dari seseorang hingga 
pada saat tertentu ada masa dimana kita merasa sepantasnya kita 
membalas semua itu.  
Seperti contoh dari wawancara sebelumnya dimana pemilih 
merasa pantas untuk mengandalkan pilihannya yang tiada lain adalah 
seorang yang sangat dekat dengan beliau saat berkunjung di kantor dinas 
tata ruang kota. Sebenarnya bukan semata-mata karena persoalan 
karakter pribadi kandidat pilihannya itu sehingga dia memilih namun 
secara psikologi karena adanya perasaan kalau kandidat itu adalah 
kepala kantor yang sering dia jumpai dan banyak mendapatkan 
kemudahan dalam pengurusan.  
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c. Faktor Rasionalitas 
Faktor yang terakhir adalah faktor rasional dimana faktor ini 
memandang bahwa pemilih dalam menetukan pilihannya berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan untung rugi jika calon yang dipilihnya 
memberikan manfaat secara menyeluruh. Dalam ilmu ekonomi, rasional 
ialah suatu hal yang paling menguntungkan, namun dalam prespektif 
politik ialah suatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi 
politiknya. Karena itu jika ada calon kandidat yang tidak bisa menawarkan 
dan merasionalkan programnya pada sebuah pilihan, terutama di depan 
para pemilih-pemilih yang rasional maka kandidat tersebut akan sulit 
untuk menang. Untuk menjelaskan hal sebelumnya maka akan dikaji 
melalui pertimbangan-pertimbangan kalkulasi untung rugi dan 
kemampuan pemilih untuk menelaah segala program yang diajukan oleh 
calon kandidat.  
Perilaku dan motivasi memilih terkait dengan identifikasi pemilih 
terhadap kandidat  dalam pemilu. Khusus pemilukada kekuatan figur 
calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi salah satu 
penentu ketertarikan pemilih untuk memilih kandidat yang diajukan. 
Artinya kekuatan dan kelebihan calon dan isu yang diusulkan sebagai 
bahan kampanye menjadi basis pertimbangan rasional bagi pemilih untuk 
menentukan pilihan suaranya. 
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Identifikasi rasional terhadap figur/ tokoh (bakal calon) atau bahkan 
calon, yang berupa ciri-ciri figur, harapan dan kemampuan calon 
mengakomodasi kepentingan pemilih.  Identifikasi terhadap figur bisa pula 
menjadi basis analisis hasil pencitraan atau mengunggulkan figur calon 
dalam kompetisi pemilukada. Studi ini mengungkap figur calon yang 
menjadi basis pilihan rasional pemilih dalam menentukan penyaluran 
suaranya saat pemilukada. Figur tokoh/ calon yang dekat dengan rakyat 
kecil dianggap karakter utama yang harus dimiliki seorang kepala daerah. 
Berikutnya, tokoh/ calon walikota yang memiliki pengalaman jabatan 
formal di pemerintahan menjadi kriteria utama kedua dan kemudian saleh 
dalam beragama menjadi figur utama ketiga yang diharapkan oleh 
pemilih. Kriteria dan sifat figur / tokoh / calon kepala daerah yang 
diharapkan oleh pemilih bisa menjadi basis pilihan rasional pemilih dalam 
penyaluran suaranya dalam pemilukada. 
Persoalan untung rugi dalam prespektif ekonomi yang menyangkut 
untung rugi seorang pemilih, adalah tidak mengherankan pemilihan 
walikota Makassar 2013 dengan gencar-gencarnya perbincangan sebuah 
istilah yang namanya money politik dimana yang memiliki kekayaan 
berlebih memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. 
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 Seperti yang di ungkapkan oleh  bapak M. Daud manyatakan 
bahwa: 
“kalau sudah ada calon yang menggunakan money 
politik di masyarakat, sudah pasti tidak akan saya pilih. Belum 
jadi pemimpin saja sudah buat cara licik untuk cari pemilih 
bagaimana kalau dia nanti yang memimpin”44 
 
Turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai 
masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang 
sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar 
pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat 
dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau 
kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan 
dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu  
jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming 
sementara yang dalam artian pemilih harus memberikan suara kepada 
calon yang tepat. Ketidakikutsertaan dalam pemilihan umum sebenarnya 
justru akan membuat warga Negara memiliki masalah baru karena harus 
mengikuti segala peraturan yang telah dibuat  oleh pemimpin terpilih.  
Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada kualitas kepekaan 
pemilih terhadap informasi politik melalui komunikasi yang didapatkan 
oleh pemilih, baik itu dari sumber elektronik maupun sumber tertulis 
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seperti surat kabar. Informasi yang dihadapkan oleh pemilih membuat 
pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan sikap rasionalitas. 
Menyangkut persoalan penilaian masing-masing pemilih terhadap 
kandidat yang akan mereka pilih maka nilai akan melibatkan kesukaan 
dan ketidaksukaan. Janji – janji apa dan bukti nyata apa yang sudah dia 
kerjakan dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa memang dia layak 
menjadi pemimpin kota ini. 
Tingkat kepekaaan rasionalitas yang dimiliki pemilih ini 
menunjukkan bahwa demokrasi itu harus dibangun dengan adanya 
pemilih cerdas yang memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan rasional dan tidak asal memilih pemimpin yang hanya 
mampu memberikan uang sebesar 50 ribu dan memimpin selama 5 tahun 
kedepan. Dan tegaknya Negara yang demokrasi membutuhkan 
kedewasaan pemilih. 
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Bab VI 
Penutup  
Pada bab ini merupakan penutup dari semua analisis yang ada 
pada bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga terdapat kesimpulan 
dan saran untuk para pembaca. Kesimpulan merupakan hasil rangkuman 
dari semua penelitian yang telah penulis lakukan. Sedangkan saran-saran 
adalah uraian berupa usulan kepada berbagai pihak yang berhubungan 
dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperbaiki segala sesuatu di 
kedepannya.  
1. Kesimpulan 
1. Masyarakat pada dasarnya memiliki pemahaman yang cukup tinggi 
terhadap politik menyebabkan mereka memiliki kesadaran yang 
cukup tinggi pula untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum 
khususunya pemilihan walikota Makassar 2013 tahu lalu. 
2. Sejak ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, menyebabkan penyelenggaraan pemerintah di tentukan 
oleh daerah masing-masing. Oleh sebab itu, menuntut peran aktif 
warga Negara untuk berpatisipasi aktif dalam pengembangan 
daerah masing-masing dan salah satu contoh pengembangan 
daerah yaitu dengan memilih pemimpin yang akan memimpin 
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daerahnya. Dalam hal ini pemilihan Walikota Makassar adalah 
salah satu contoh dalam penetapan undang-undang tersebut. Jadi 
pemilih adalah penentu daerah tersebut berkembang atau tidak, 
sama seperti kota Makassar sekarang. 
3. Perilaku pemilih pada mulanya berawal dari pengetahuan, 
pemahaman, perhatian pemilih terhadap masalah-masalah politik 
yang terjadi di masyarakat. Dan menjadi pembuat keputusan 
terpenting dan bertarung dalam kepentingan-kepentingan politik 
demi terwujudnya Negara yang demokrasi dan  masyarakat 
sejahtera.  
4. Tingkat kepercayaan pemilih terhadap kandidat mempengaruhi 
pilihan mereka. Bagiamana hubungan emosional pemilih terhadap 
kandidat, bagaimana hubungan kedekatan pemilih terhadap 
kandidat yang akan mempengaruhi pilihan mereka.  
5. Perilaku pemilih di kota Makassar pada pemilihan walikota 
Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yakni 
faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasionalitas. Ketiga 
faktor itulah yang paling berpengaruh diantara faktor-faktor yang 
telah ada sebelumnya.  
 
 
 
141 
 
2. Saran – Saran 
1. Sekiranya perlu diadakan lebih banyak lagi penelitian yang 
mengungkapkan perilaku pemilih agar tergambar jelas bagaimana 
kondisi sekarang dengan Negara ini, karena pemilih adalah 
penentu dari bagusnya demokrasi yang dianut oleh Negara ini. 
2. Perlu diadakannya kajian tentang  perilaku politik lebih mendalam. 
Dan perhatian pemerintah terhadap pemilih bukan hanya setelah 
kepentingan mereka terpenuhi kemudian pemilih ditinggalkan.  
3. Perlu diadakannya pendidikan politik kepada semua warga Negara 
agar Indonesia secara menyeluruh memiliki pemilih-pemilih yang 
cerdas dan buah produk dari pilihannya membawa Indonesia lebih 
baik. 
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